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Abstrak 
 Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk Persekutuan 
Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan efektivitas 
berlakunya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam 
pelaksanaan jabatan Notaris.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yang 
berbentuk diagnostik, preskriptif dan evaluatif yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya faktor yang 
mempengaruhi.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai 
bentuk Persekutuan Perdata yang berupa Kantor Bersama dan pembentukannya 
mendasarkan pada perjanjian para Notaris yang tergabung dalam Persekutuan 
Perdata dan persyaratan pelaksanaannya menurut ketentuan Peraturan Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 
Tahun 2010. Pelaksanaan Pasal 20 tidak efektif penyebabnya adalah faktor 
substansi, faktor struktur dan faktor budaya. 
 
Kata kunci : Efektivitas, Persekutuan Perdata, Notaris. 
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Abstract 
 The purpose of this research is determining the shape of a Guild Civil in 
the Act Number 2 of 2014 on the Amandements of the Act Number 3 of 2004 
concerning of Notary and application the Act Number 2 of 2014 on the 
Amandements of Act Number 3 of 2004 concerning of Notary related to 
effectiveness in the implementation of the Notary Office. 
 This research use the juridical empirical approach, through diagnostic, 
prescriptive and evaluative intended to obtain information about the cause of 
symptoms. 
 Based on result of research and discussion concluded that the 
implementation of Article 20 of the Act Number 2 of 2014 on the Amandements of 
Act Number 30 of 2004 concerning of Notary of the shape Guild Civil is the Joint 
Venture in Relation is formed from the Joint Office of the formation based on the 
agreement of Notaries who are members of the Guild Civil and implementation 
requirements according to Regulation Minister of Justice and Human Right of the 
Republic of Indonesia Number M.HH.01.AH.02.12 Year 2010. In practice that the 
form ineffective cause of substance, structure and cultural factors. 
 
Keyword : Effectiveness, Guild Civil, Notary. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Peran serta Notaris di masyarakat telah dikenal luas dan nyata, bahkan 
telah hidup dan berkembang seiring dengan majunya segala aspek 
kehidupan yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lainnya, 
terlebih pada sisi perekonomian yang berkaitan dengan bidang hukum 
privat dan di wilayah keperdataan terutama dalam hal perikatan atau 
perjanjian, peran penting Notaris ditunjukkan secara nyata dengan 
eksistensinya sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat 
dan menerbitkan akta otentik dalam bentuk akta perjanjian yang berupa 
akta tertulis dalam hal itu merupakan penuangan kesepakatan atau maksud 
antara para pihak. 
Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang 
sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. 
Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan 
hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan 
terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya di samping akta 
tersebut dibuat atas permintaan para pihak. 
Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara 
untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota 
masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara 
menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal 
pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.
1
 
Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal semenjak zaman kolonial 
Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata 
notarius, dalam bahasa Romawi. Kata tersebut diberikan kepada orang-
                                                 
1
Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris 
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, 
hlm. 3 
 
 2 
orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat berbeda mengenai 
istilah Notaris tersebut di atas bahwa nama notarius itu berasal dari 
perkataan nota dan literaria yaitu tanda tulisan atau karakter yang 
dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat 
yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah 
tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie). 
Pada awalnya jabatan Notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat 
umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk 
melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan 
kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik 
tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris tetap 
diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, 
Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang diangkat oleh 
Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum 
kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat 
pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.
2
  
Profesi Notaris mulai masuk pada permulaan abad 17, dengan adanya 
Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang 
Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama 
VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) dengan gubernur jenderalnya 
yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Jan Pieter Zoon Coen mengangkat 
Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada 
tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua 
surat, surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta 
kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-
akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan 
sebagainya.
3
 
Tahun 1860 Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba 
waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan 
                                                 
2
 Ibid., hlm. 4-5 
3
 Ibid., hlm. 8 
 3 
mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri 
Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang 
lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang 
dikenal sekarang ini pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. no. 3) mulai 
berlaku pada tangal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya “Notaris 
Reglement” ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan 
notariat di Indonesia.
4
    
Peraturan Jabatan Notaris  termasuk dalam rubrik undang-undang dan 
peraturan-peraturan organik
5
, oleh karena ia mengatur jabatan Notaris. 
Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam 
hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya 
adalah peraturan-peraturan yang memaksa (dwingen recht). 
Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal dan mengandung 39 
ketentuan hukuman dan di samping itu dengan tidak mengurangi banyak 
ancaman-ancaman untuk membayar ongkos kerugian dan bunga. 
Ketentuan-ketentuan hukuman tersebut menyangkut 3 hal tentang 
hilangnya jabatan, 5 tentang pemecatan, 9 tentang pemecatan sementara 
dan 22 tentang denda.
6
 Perjalanan Notaris Indonesia mengalami 
perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan Negara 
Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde 
reformasi mengundangkan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris. Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti 
Peraturan jabatan Notariat (Stbl. 1660-3) dan Reglement op Het Notaris 
Ambt in Indonesie (Stbl. 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah 
Kolonial Belanda.
7
 
                                                 
4
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Cetakan Keempat, 
Jakarta, 1996, hlm. 20  
5
Peraturan-peraturan organik, undang-undang organik : undang-undang  yang  
pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar atau peraturan perundang-
undangan, terjemahan Wikidata,id.m.wikitionary.org/wiki/ 
6
G.H.S. Lumban Tobing, op.cit., hlm. 30 
7
Hartanti Sulihandari Dan Nisya Rifiani, op.cit., hlm. 9 
 4 
Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan 
perkembangan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan 
berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan UU Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2004 
ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1660-3) dan 
Reglement op Het Notaris Ambt  in Indonesie (Stbl. 1860:3) yang 
merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.
8
  
Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 
berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004, dan diundangkan dalam Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, selanjutnya dalam penulisan ini 
disebut dengan UUJN. 
UUJN merupakan pengganti peraturan perundang-undangan 
peninggalan zaman kolonial Belanda yang telah diubah menjadi peraturan 
perundang-undangan nasional. Muatan substansi UU ini, ialah Kebijakan 
Badan Legislasi terhadap PJN, dan yang menjadi dasar serta latar belakang 
pertimbangannya adalah Negara Republik Indonesia merupakan Negara 
hukum. Prinsip Negara hukum, adalah menjamin kepastian, ketertiban, 
dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran, dan keadilan.
9
 
Tahun 2004 diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. 
Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi : 
1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3) 
sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 
Nomor 101. 
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris. 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. 
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
                                                 
8
Ibid., hlm. 9 
9
Ibid., hlm. 4 
 5 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji 
Jabatan Notaris. 
Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan 
pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu 
undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat 
tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di 
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
10
 
Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat 
seseorang yang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala 
sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah 
pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
11
  
Pasal 1 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN-P) 
12
 memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat  
umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  
kewenangan lainnya. 
Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang 
membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang 
bersangkutan kepada Notaris
13
. Dengan demikian Notaris mempunyai  
wewenang  membuat  akta  dan  akta  yang dibuatnya adalah akta otentik 
sebagai alat  bukti yang sempurna, maksudnya jika digunakan  sebagai  
alat bukti pada sidang pengadilan tidak perlu didukung alat bukti lainnya.  
                                                 
10
Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 
Publik, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 2009, hlm. 4 
11
Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru van Hoeve, 
Cetakan Ketiga, Jakarta, 2013, hlm. 444  
12
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : 
 Pasal 1 
 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 
atau undang-undang lainnya. 
13
Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Refika 
Aditama, Bandung, 2011, hlm. 3 
 6 
Mengenai tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik yang 
berisikan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan berdasar peraturan 
perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang 
berkepentingan, Notaris dalam hal ini oleh Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata disebut sebagai “pejabat umum”.  
Mengenai hal ini Habib Adjie mengambil pendapat dari G.H.S. 
Lumban Tobing menjelaskan istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan 
dari istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan 
Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW).
14
 
Selain itu Habib Adjie juga memberikan pengertian menurut Kamus 
Hukum  salah satu arti dari Ambtenaren  adalah Pejabat. Dengan demikian 
Openbare Ambtenaren  adalah pejabat yang mempunyai tugas yang 
bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare 
Ambtenaren  diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan 
Openbare Ambtenaren  yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum 
diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik 
yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan 
kepada Notaris. 
Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan 
pemerintah sebagai organ Negara mengangkat notaris bukan semata untuk 
kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan 
masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan 
persoalan trust (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara 
memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.
15
  
Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah 
orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di 
bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk 
melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan 
                                                 
14
Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif....., op.cit., hlm. 26 
15
R. A. Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, Refika 
Aditama, Bandung, 2012, hlm. 2 
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suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. 
Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang 
membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.
16
 
Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris yaitu mengenai kebenaran 
atas akta yang dibuatnya, oleh Emma Nurita dikutipkan pendapat Nico 
yang membedakan hal tanggung jawab atas akta menjadi empat (4) poin 
sebagai berikut : 
1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil 
terhadap akta yang dibuatnya. 
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil 
dalam akta yang dibuatnya. 
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan notaris 
terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. 
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 
berdasarkan kode etik notaris.
17
 
Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat 
yang dipercayakan kepada seseorang diberikan oleh negara secara atributif 
melalui undang-undang. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh 
menteri, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris
 18
. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam Hukum 
Administrasi dapat diperoleh secara Atribusi
19
, Delegasi
20
 dan Mandat
21
. 
                                                 
16
Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, op.cit., hlm. 5 
17
R. A. Emma Nurita, op.cit., hlm. 1-2 
18
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : 
 Pasal 2 
1. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 
19
Atribusi : wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu  
jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. 
20
Delegasi : wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada 
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. 
21
Mandat : wewenang secara Mandat bukanlah pengalihan atau pemindahan wewenang, tetapi 
karena pemangku jabatan berhalangan. 
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Dengan diangkatnya seorang  Notaris oleh menteri dalam hal ini 
adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka ia dapat 
menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif 
dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas 
Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik mewakili 
negara dan bekerja untuk pelayanan masyarakat umum khususnya dalam 
bidang hukum perdata. Pelayanan terhadap kepentingan umum tersebut 
adalah dalam kaitannya dengan pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas 
lain yang menjadi tanggung jawab sebagai Notaris sebagai pejabat umum 
yang melekat pada predikatnya. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris 
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Apa yang diperjanjikan 
dan dinyatakan di dalam akta adalah berdasar apa yang dinyatakan, 
diinginkan dan diperjanjikan oleh para pihak, sebagaimana yang dilihat 
atau didengar oleh Notaris terutama mengenai tanggal akta, tanda tangan 
para pihak di dalam akta, identitas para penghadap dan tempat akta itu 
dibuat. 
Seorang Notaris meskipun mewakili negara akan tetapi bukan 
merupakan pegawai negeri atau pegawai pemerintah yang akan menerima 
gaji. 
Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai 
wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai 
Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik 
sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama 
dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan 
sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan 
dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai 
Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam 
ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak 
memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat 
konkret, individual, final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata 
bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan 
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formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang 
dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. 
Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). 
Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat 
Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum 
Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis 
yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum 
Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang 
bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.
22
 
Menurut profesi dan wewenangnya, bentuk profesi notaris dapat dibagi 
menjadi dua kelompok utama, yaitu : 
a. Notariat Functionnel 
Wewenang pemerintah diduga mempunyai kebenaran isinya, 
mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan 
dalam putusan hakim.  
b. Notariat Professional 
Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang 
organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat 
khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demukian pula 
kekuatan eksekutorialnya.
23
 
Tugas seorang notaris secara umum antara lain : 
1. Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN 
dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
24
. Akta-akta 
otentik yang dibuat Notaris terdiri dari :  
                                                 
22
 Habib Adjie, Sanksi….., op.cit., hlm. 31-32 
23
Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, op.cit., hlm. 10 
24
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Pasal 1868 
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 
mana akta dibuatnya. 
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a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian 
badan-badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan 
badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah) 
b. Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa 
menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang 
dan sebagainya. 
2. Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata25, 
notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam 
buku khusus (waarmerken), lalu mengesahkan surat-surat di bawah 
tangan tersebut (legaliseren). 
3. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 
4. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 
bersangkutan. 
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 
(legalisir). 
                                                 
25
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 Pasal 1874 
Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di 
bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-
lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. 
Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap 
jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau 
seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia 
mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan 
kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu 
cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. 
Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. 
Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan 
dan pembukuan termaksud. 
Pasal 1874 a. Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar 
hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah 
tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang 
pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia 
mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, 
bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu 
penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut. 
Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ke tiga dan ke empat dari pasal 
yang lalu. 
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6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat 
dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita 
acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta 
akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan 
salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN
26
).
27
 
Selama Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta 
otentik dan apabila telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka akta 
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.  
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
terdapat perubahan mengenai ketentuan pembetulan kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah 
ditandatangani.
28
 
Kewenangan Notaris membuat akta, dikecualikan akta tersebut 
merupakan wewenang pejabat lain adalah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), 
                                                 
26
Pasal 51 UUJN : 
1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik 
yang terdapat pada minuta Akta yang telah ditandatangani. 
2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat 
berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta akta asli 
dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. 
3. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan 
kepada para pihak. 
27
Hartati Sulihandari dan Nisya Rifiani, op.cit., hlm. 15 
28
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : 
1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik 
yang terdapat pada minuta Akta yang telah ditandatangani. 
2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, 
saksi dan Notaris yang dutuangkan dalam berita acara dan memberikan catatan 
tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor 
Akta berita acara pembetulan. 
3. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan 
kepada para pihak. 
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 
bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk 
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 
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(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 29
. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Notaris berwenang 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 
pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Khusus mengenai Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dengan penjelasan yaitu : 
yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi 
yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar 
Wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 
Substansi pasal di atas menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat 
akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Pengecualian kewenangan tersebut ada pada 
                                                 
29
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : 
1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 
dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak 
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang. 
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula : 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah 
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 
d. melakukan  pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. membuat Akta risalah lelang. 
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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pembuatan akta PPAT yang menjadi kewenangan PPAT dan Akta Risalah 
Lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang, dan Akta Catatan Sipil 
menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil.
30
 
Wewenang dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan 
jabatannya selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak akan menimbulkan suatu permasalahan di 
kemudian hari mengenai akta yang dibuatnya. 
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan 
hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan 
tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian 
jika seorang pejabat (Notaris) malakukan tindakan di luar wewenang yang 
telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar 
wewenang. 
Pada  perkembangan  berikutnya para Notaris dimungkinkan untuk 
menjalankan praktik dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas 
jabatannya dalam suatu bentuk badan usaha.  
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris
 
(UUJN) dimungkinkan para Notaris untuk 
bergabung dalam bentuk perserikatan perdata.
31
  
Herlien Budiono memberikan pengertian mengenai perserikatan 
perdata dan persekutuan perdata adalah sebagai berikut: Ada beberapa 
istilah yang ditemukan mengenai hal yang sama yaitu maatschap, 
perserikatan perdata, persekutuan perdata, perseroan (KUHPerd); UUJN 
menggunakan istilah “perserikatan perdata”; pesero atau sekutu 
(KUHPerd).
32
 
                                                 
30
Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 86 
31
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2013, hlm. 17 
32
Ibid. 
 14 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 
(UUJN) memberikan ketentuan mengenai bentuk badan usaha bagi Notaris 
sebagai berikut : 
Pasal 20 
(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan 
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. 
(2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan 
jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
Dengan demikian UUJN dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Notaris 
dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata berupa 
kantor bersama Notaris dengan tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. (2) Bentuk perserikatan 
perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Menteri. 
Menurut Habib Adjie, ketentuan-ketentuan dalam UUJN tidak ada satu 
pasalpun yang diperintahkan harus ditindaklanjuti dalam peraturan 
perundang-undangan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), tapi harus 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
hanya 6 (enam) pasal, sedangkan selebihnya langsung dapat diterapkan.
33
 
Salah satu ketentuan yang dimaksud oleh Habib Adjie tersebut adalah 
                                                 
33
Habib Adjie, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris, Pustaka Zaman, 
Semarang, 2011, hlm. v 
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Pasal 20 ayat (3) UUJN mengenai persyaratan dalam menjalankan 
perserikatan perdata Notaris. 
Ketentuan tentang Perserikatan Perdata Notaris dijabarkan lebih detil di 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.HH.0l.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan 
Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata 
(selanjutnya disingkat Permen Kumham No. M.HH.0l.AH.02.12 Tahun 
2010)
34
.  
Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. M.HH.Ol. AH.02.12 Tahun 2010 
menyatakan : 
”Perserikatan perdata notaris, yang selanjutnya disebut perserikatan 
adalah perjanjian kerjasama para notaris dalam menjalankan jabatan 
masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua 
keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam 
satu kantor bersama notaris.” 
 
Dirubahnya UUJN dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, mengenai bentuk badan usaha bagi Notaris ini 
diundangkan kembali akan tetapi  dengan nama perkumpulan yang 
berbeda antara badan usaha yang disebutkan di dalam UUJN dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lebih 
lanjut pada penulisan ini disebut  dengan UUJN-P. 
Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris disebutkan sebagai berikut : 
Pasal 20 
                                                 
34
Ibid. , hlm. 141-148 
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(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan 
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. 
(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Dihapus. 
 
Dari kedua pasal tersebut ada perbedaan, dalam Pasal 20 ayat (1) 
UUJN, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan 
Perdata, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN-P dapat menjalankan 
jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata. 
Perbedaan selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN ketentuan lebih 
lanjut untuk menjalankan Persekutuan Perdata diatur dengan Peraturan 
Menteri, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN-P ketentuan tersebut 
dihapus. Istilah hukum yang dipergunakan berbeda tapi secara makna 
sama saja. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang mengatur Persekutuan 
atau Perserikatan.
35
 
Telah jelas dasar diperbolehkannya Notaris melaksanakan jabatannya 
ke dalam suatu perserikatan perdata maupun persekutuan perdata. 
Berdasar Pasal 20 UUJN dan UUJN-P mengakomodir dengan mengijinkan 
para Notaris membentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata, 
namun dalam kenyataanya belum ada satupun persekutuan perdata Notaris 
terutama di wilayah Solo Raya dipilih sebagai lokasi penelitian untuk 
penulisan ini, yang artinya tidak ada Notaris yang mau bergabung dalam 
suatu perserikatan perdata Notaris maupun persekutuan perdata Notaris di 
wilayah Solo Raya.  
Di seluruh wilayah Indonesia meskipun dibolehkan bagi Notaris untuk 
bersatu membentuk kantor bersama, hingga dilaksanakannya penulisan ini 
                                                 
35
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belum banyak dikenal persekutuan perdata Notaris berdiri sejak 
diundangkannya UUJN hingga Pasal 20 dirubah dalam UUJN-P. 
Menurut Yunirman Rijan, Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-
Undangan PP INI bahwa perubahan UU Jabatan Notaris yang inisiatifnya 
dilakukan DPR RI tidaklah signifikan karena hanya bersifat mengulang 
atau tidak ada hal baru. Secara esensi, perubahan UU Jabatan Notaris yang 
disetujui tahun 2013 ini tidak menyentuh permasalahan notaris yang riil, 
yang berkenaan dengan pemerataan, persaingan antar notaris dalam 
bekerja. 
Untuk itu diusulkan agar pasal mengenai maatschap (persekutuan 
perdata) ini dihapuskan saja karena sejak diundangkannya UUJN tahun 
2004, pasal ini tidak ada gunanya terbukti dengan tidak adanya maatschap 
yang berdiri barang satu pun.
36
 
Keberadaan perserikatan perdata Notaris dan persekutuan perdata 
Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUJN dan UUJN-P, yang di 
dalam ketentuan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 yaitu Stbl Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan 
Notaris (PJN), bentuk badan usaha perserikatan perdata atau persekutuan 
perdata ini sangat dilarang bahkan diberi penekanan dengan diberikannya 
ancaman hukuman bagi Notaris dapat kehilangan  jabatannya.  
Ketentuan larangan menjalankan praktik bersama notaris tersebut 
diatur dalam Pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai  
berikut :  
 Pasal 12 
Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya, tidak 
diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan 
mereka.  
 
Menilik ketentuan Pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dalam hal 
ini terdapat larangan bagi Notaris untuk mengadakan perserikatan dengan 
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pertimbangan tidak memperkenankan para Notaris untuk mengadakan 
perserikatan adalah karena perserikatan tidak menguntungkan bagi 
masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan 
akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap Notaris 
yang dikehendakinya.  
Belum jelasnya konsep pemikiran penyusun Undang-Undang Jabatan 
Notaris mengenai perserikatan perdata dan persekutuan perdata untuk 
diterima oleh para Notaris, menimbulkan keraguan di antara para Notaris 
sehingga menyebabkan belum ada perserikatan perdata dan persekutuan 
perdata Notaris yang terbentuk.  
Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Peraturan Jabatan Notaris 
(PJN) yang menyatakan sebaliknya tidak memperbolehkan Notaris 
bergabung dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan 
perdata. Belum ada penjelasan, terkait perubahan ketentuan ini.         
Ketika PJN masih berlaku Perserikatan Perdata Notaris tersebut tidak 
diperbolehkan akan tetapi pada UUJN diakomodir. Baik menurut PJN 
maupun UUJN tidak ditemukan suatu alasan tidak diperbolehkan lalu 
kemudian diperbolehkannya para Notaris bergabung dalam suatu 
Perserikatan Perdata Notaris, baik dalam PJN, UUJN atau dalam 
penjelasannya, baik tersirat maupun tersurat tidak ditemukan alasan 
hukum, kenapa UUJN memperbolehkan adanya Perserikatan Perdata 
Notaris.
37
 
Selain itu dikhawatirkan persekutuan semacam ini 
akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan 
kepentingan para pihak yang dibebankan kepada para Notaris. 
G.H.S. Lumban Tobing melarang adanya Persekutuan atau Perserikatan 
Perdata Notaris dengan alasan, bahwa persekutuan sedemikian tidak 
menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena itu mengurangi 
persaingan dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendaki, 
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lebih-lebih di tempat-tempat yang hanya ada beberapa orang 
Notaris. Selain daripada itu adanya persekutuan diantara notaris-notaris 
dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang 
dibebankan kepada para notaris. Sebaliknya dapat pula dikemukakan 
alasan untuk memperkenankan para Notaris mengadakan persekutuan di 
dalam menjalankan jabatan mereka sebagai Notaris, yakni bagi para 
Notaris yang telah agak lanjut usianya, dalam hal mana tentunya mereka 
menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. 
Namun, dengan berbagai pertimbangan tersebut G.H.S. Lumban Tobing 
menegaskan bahwa ada yang tidak boleh dilupakan, bahwa walaupun hal 
itu merupakan alasan yang kuat, namun demikian dalam pengangkatan 
notaris harus diutamakan mempertimbangkan kepentingan umum.
38
 
Diungkapkan oleh Herlien Budiono sebagaimana dikutip oleh Habib 
Adjie : “Bahwa kehadiran asosiasi Notaris di Indonesia adalah suatu 
dilema, di satu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan Notaris 
yang lebih baik, namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai 
moral, dan etika profesi yang tinggi dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi 
Notaris berubah menjadi perusahaan Akta Notaris.”39 
Sebenarnya baik UUJN maupun UUJN-P memberikan kesempatan 
bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membentuk 
perserikatan perdata atau persekutuan perdata dengan pertimbangan  
karena  melihat banyak Notaris yang mengalami kesulitan dalam 
pendanaan sehingga banyak Notaris yang sudah diangkat namun belum 
bisa langsung melayani masyarakat karena tidak mampu menyewa gedung 
dan membiayai kantornya.  
Hal ini ada kemungkinan karena jumlah Notaris makin banyak yang 
selama ini menjalankan tugas jabatannya sendiri (tanpa berSekutu atau 
bersekutu) maka diberi peluang secara hukum  untuk berSekutu atau 
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bersekutu dengan tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
40
 
Kalimat “perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan 
kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”  dan 
kalimat “persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian 
dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya” tidak ada 
penjelasan lebih lanjut baik pada Penjelasan atas UUJN maupun  pada 
UUJN-P, demikian pula pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 
Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
Perserikatan Perdata yang menjadi peraturan pelaksana bagi UUJN .  
Ketika PJN masih berlaku Perserikatan Perdata Notaris tersebut tidak 
diperbolehkan, baik menurut PJN maupun UUJN tidak akan ditemukan 
(misalnya dalam Penjelasan) suatu alasan diperbolehkannya para Notaris 
bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris, baik dalam PJN 
maupun UUJN atau dalam Penjelasannya, baik tersirat maupun tersurat 
tidak ditemukan alasan hukum, kenapa UUJN memperbolehkan adanya 
Perserikatan Perdata Notaris.
41
 
Kekhawatiran G.H.S. Lumban Tobing didasarkan pada sumpah jabatan 
Notaris yang antara lain adalah menjamin kerahasiaan terhadap akta-akta 
yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai Pejabat Umum, dengan 
Persekutuan Perdata tersebut kerahasiaan dikhawatirkan sangat sulit 
dipertahankan. Beliau melarang bagi para notaris untuk mengadakan 
persekutuan sebagaimana disampaikan sebagai berikut : adapun 
pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris mengadakan 
persekutuan antara lain ialah, bahwa persekutuan sedemikian tidak 
menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti 
mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang 
dikehendakinya, lebih-lebih di tempat-tempat di mana hanya ada beberapa 
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orang notaris. Selain dari itu adanya persekutuan di antara para notaris 
dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang 
dibebankan kepada para notaris. 
42
 
Pada penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa "Yang 
dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor 
bersama Notaris". Jadi perserikatan perdata tersebut berkaitan dengan 
kantor bersama.  
Dalam UUJN-P, khususnya Pasal 20 tidak memberikan penjelasan 
apapun tentang Persekutuan Perdata Notaris tersebut. Untuk memahami 
Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu dilihat Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD).
43
 
Mengenai bentuk persekutuan perdata itu sendiri telah dikenal dalam 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan 
mengenai persekutuan sebagaimana terdapat pada Pasal 1618 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi sebagai berikut:  
"Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih  
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, 
dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".  
Di dalam KUHPerdata dikenal adanya persekutuan sebagaimana diatur 
dalam Bab Kedelapan tentang Persekutuan mulai dari Pasal 1618 sampai 
dengan Pasal 1652. Istilah persekutuan dalam penyebutannya dikenal juga 
maatschap, perserikatan, persekutuan maupun perseroan.
44
 
Notaris membentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata, jika 
maksudnya adalah untuk membentuk kantor bersama, tidak menjadi 
masalah berkaitan dengan tanggung jawabnya, namun jika perserikatan 
perdata atau persekutuan perdata ini ada kaitannya dengan usaha bersama 
dikhawatirkan akan menjadi masalah terutama berhubungan  dengan 
kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 
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dibuatnya yang mana untuk melindungi kepentingan para pihak yang  
terkait dengan akta tersebut sehubungan dengan diperkenankannya Notaris 
dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata atau 
persekutuan perdata akan tetap berpijak pada kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.  
Keberadaan persekutuan perdata Notaris juga memunculkan 
kekhawatiran akan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama 
Notaris teman serikat persekutuan. Mengenai hal kemandirian, dalam arti 
seorang Notaris bisa menyelenggarakan kantor sendiri, sehingga tidak 
bergantung pada orang atau pihak lain yang mengakibatkan pada akhirnya 
sulit melaksanakan kemandirian dan ketidakberpihakan apabila berada di 
dalam suatu persekutuan perdata.  
Bentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata itu sendiri diatur 
oleh para Notaris yang berada di dalam perserikatan perdata atau 
persekutuan perdata dengan bentuk yang diperjanjikan diantara mereka, 
tentu saja tanpa melepaskan ketentuan yang mendasarkan pada peraturan 
perundang-undangan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUJN 
dan Pasal 20 ayat (2) UUJN-P.  
Dalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
disebutkan bahwa, Persekutuan Perdata merupakan “Suatu Perjanjian 
dimana dua orang lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke 
dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang 
terjadi karenanya”.  
Dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, ketentuan Pasal 1618 
inilah yang dijadikan dasar orang perorangan, profesi pengacara, akuntan 
untuk mengikatkan diri dalam suatu persekutuan. 
Dengan demikian Pasal 20 UUJN yang kemudian di dalam 
perubahannya yaitu Pasal 20 UUJN-P pada dasarnya tak membedakan 
Notaris dengan profesi-profesi yang disebutkan di atas, bahwa profesi-
profesi tersebut di atas mendasarkan bentuk persekutuan pada Pasal 1618 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan di dalam ketentuan 
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Pasal 20 UUJN mensyaratkan bahwa, “Notaris dapat menjalankan 
jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap 
memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 
jabatannya.”  
Ada pendapat yang sepakat dan tidak sepakat terkait ketentuan 
mengenai dalam bentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata bagi 
Notaris dapat menjalankan jabatannya.  Pihak yang sepakat melihat 
pembentukan perserikatan bermanfaat bagi dunia Notaris karena dapat 
mengakomodir problem ke depan. Di sisi lain pihak yang tidak sepakat 
melihat ide pembentukan perserikatan perdata atau persekutuan perdata 
sebagai rekayasa bagi Notaris senior untuk membentuk dinasti tempat 
bernaung keluarga Notaris serta guna melanggengkan asetnya agar tetap 
lestari sampai ke anak cucu kelak. Terlepas dari persoalan sepakat dan 
tidak sepakat, ide pembentukan perserikatan merupakan terobosan guna 
menjawab problem membanjirnya minat menjadi Notaris dan problem 
kebijakan formasi. Kritik yang disampaikan terhadap ide tersebut perlu 
direnungkan dan berbagai hal yang menjadi kekhawatiran dapat dipandang 
sebagai ekses negatif dari gagasan yang baik.  
Dengan demikian yang diperlukan bukanlah penolakan terhadap ide 
tersebut, akan tetapi mengantisipasi ekses negatif dari pembentukan 
perserikatan perdata.
45
 Demikian pula disampaikan oleh Herlien Budiono 
bahwa hal-hal yang perlu dihindarkan jangan sampai terjadi suatu 
Perserikatan Perdata Notaris tersebut menjadi „Perusahaan Akta‟ dan juga 
monopoli yang berakibat Notaris yang membuka kantor sendiri (tidak 
berserikat) menjadi tersisihkan.
46
  
Masalah lain yang akan muncul sehubungan persekutuan perdata 
karena pada dasarnya pekerjaan Notaris yang bersifat individual, bila 
beberapa Notaris bergabung ke dalam persekutuan perdata, maka 
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diindikasikan akan timbul masalah dalam hal penjagaan kerahasiaan klien, 
dan juga masalah tanggungjawab para Notaris anggota persekutuan 
perdata Notaris. Dalam hal menjaga kerahasiaan klien dikhawatirkan akan 
terjadi masalah jika kerahasiaan klien diketahui lebih dari satu orang 
Notaris. Jika seorang klien ditangani di dalam suatu persekutuan perdata 
Notaris dikhawatirkan identitas klien akan diketahui banyak orang atau 
lebih dari satu Notaris. 
Notaris yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh 
pemerintah, namun diakomodir oleh UUJN dan UUJN-P untuk 
melaksanakan jabatannya dalam suatu persekutuan perdata. Lebih lanjut 
untuk mengetahui hal-hal yang menjadi perbedaan dalam pelaksanaan 
jabatan notaris sebagai pejabat umum yang tergabung di dalam 
persekutuan perdata. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut diatas, 
maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai PELAKSANAAN 
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 
TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI PERSEKUTUAN 
PERDATA NOTARIS DI SOLO RAYA. 
 
B. Perumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini kemudian 
diajukan pokok-pokok masalah yang hendak dipecahkan sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana 
Persekutuan Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata ? 
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris 
di wilayah Solo Raya ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Penelitian di bidang apapun menitik beratkan masalah yang menjadi 
sumber penelitiannya. Tanpa permasalahan maka penelitian tidak dapat 
terlaksana. Ketika akan memulai suatu penelitian, permasalahan itu telah 
muncul menjadi ide dasar untuk kemudian dirumuskan. Perumusan 
masalah inilah yang akan menentukan unsur dari penelitian. 
Disampaikan oleh Lincoln dan Guba bahwasanya masalah adalah 
suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih 
yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan 
sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.
47
 
Di pihak lain, Tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan 
masalah. Dengan demikian kelirulah anggapan orang atau peneliti yang 
menyamakan masalah dengan penelitian. Perumusan masalah dilakukan 
dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan 
yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-
faktor yang berkaitan yang ada dalam masalah tersebut. Jadi, proses 
tersebut berupa proses dialektik yang berperan sebagai proposisi terikat 
dan antitesis yang membentuk masalah berdasarkan usaha sintesis 
tertentu.
48
 
Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitian 
dapat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka 
(fact-finding). Penelitian semacam itu dapat dilanjutkan dengan penelitian 
yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem-finding), untuk 
kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem-identification). 
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Tidak jarang, hal itu dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi 
masalah atau problem-solution.
49
 
Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian 
ini bermaksud untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan Pasal 20 mengenai bentuk perserikatan 
perdata dalam UUJN dan persekutuan perdata dalam UUJN-P yang 
berbeda dengan perserikatan perdata dan persekutuan perdata di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2. Untuk menganalisis berlakunya Pasal 20 dan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi pelaksanaan perserikatan perdata Notaris  yang 
telah tertulis ketentuannya di dalam UUJN dan persekutuan perdata 
Notaris dalam UUJN-P di wilayah Solo Raya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk: 
1. Bagi akademisi 
Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya mengenai  
bentuk perserikatan dan persekutuan perdata Notaris dalam UUJN dan 
UUJN-P serta pelaksanaan Pasal 20 UUJN dan UUJN-P oleh Notaris. 
2. Bagi masyarakat  
Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat terbaca secara luas oleh 
masyarakat, terutama bagi mereka yang concern terhadap keberadaan 
Pasal 20  UUJN dan UUJN-P.  
3. Bagi penegak hukum 
Untuk memberikan gambaran berupa pertimbangan dalam membuat 
kebijakan untuk melakukan pengembangan dan penemuan hukum 
terhadap hukum perdata  di Indonesia. 
4. Bagi ilmu pengetahuan 
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Seperti layaknya penulisan penelitian lainnya, bahwa penelitan ini 
memiliki manfaat contribution to knowledge, mempunyai nilai 
kontributif bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam melakukan penulisan penelitan selanjutnya. 
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  BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Persekutuan Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (BW) 
a. Tinjauan Persekutuan Perdata Sebagai Badan Usaha 
Mengambil pendapat Etty S. Suhardo, kata ”usaha” itu sendiri 
diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan 
yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1. Menjalankan usaha secara terus menerus (ada kontinuitas). 
2. Menjalankan usaha secara terang-terangan (dalam arti legal). 
3. Memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan. 
4. Memiliki sistem pembukuan dan membuat pembukuan. 
5. Memiliki objek usaha. 
6. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan undang-undang.
50
 
H.M.N. Purwosutjipto memberikan pendapat khusus untuk perusahaan 
yang dijalankan oleh lebih dari satu (1) orang (perkumpulan) yang disebut 
sebagai badan usaha, maka secara khusus badan usaha diartikan sebagai 
organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu (1) individu 
melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan. Richard Burton 
Simatupang mengartikan badan usaha sebagai kumpulan yang terdiri dari 
beberapa orang dan memiliki unsur-unsur khusus yang selalu melekat pada 
badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan 
usaha dengan status bukan badan hukum. Unsur-unsur badan usaha yang 
dimaksud dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut : 
1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama. 
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama. 
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan. 
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4. Badan usaha memiliki unsur kerja sama yang jelas.
51
 
Badan usaha dapat dibeda-bedakan berdasarkan jumlah orang 
pendirinya, yaitu badan usaha perorangan  yang didirikan oleh seorang 
(usaha perorangan) dan badan usaha yang didirikan atas kerjasama 
beberapa orang (Perserikatan Perdata, Persekutuan Firma, CV, PT, dan 
Koperasi)
52
. 
1. Usaha Perorangan :  
Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan 
perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan atau oleh satu orang 
pengusaha. 
Perusahaan perseorangan ini biasa disebut dengan one man 
corporation atau een manszaak. Modal dalam perusahaan 
perseorangan merupakan milik satu orang yaitu milik pengusaha 
usaha dagang. 
H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa perusahaan dagang 
merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan 
perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan 
oleh satu orang pengusaha.
53
 
Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi 
guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada 
umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris, kemudian 
diikuti dengan permohonan “izin usaha” kepada Kantor 
Perdagangan dan permohonan “izin tempat usaha” kepada 
Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak 
akta notaris, PD (usaha dagang) ini tetap bisa didirikan. 
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Keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan sebagai 
syarat bahwa ia adalah badan hukum.
54
  
Perusahaan Perorangan atau Usaha Perorangan merupakan 
bentuk perusahaan yang paling sederhana. Di masyarakat 
sebutannya bermacam-macam, sering disebut dengan Usaha 
Dagang (disingkat UD).
55
 
Seperti sebutannya, Usaha Perorangan didirikan dan dijalankan 
oleh seseorang. Untuk mendirikan Usaha Perorangan tidak 
memerlukan formalitas tertentu. Misalnya tidak ada syarat 
permodalan maupun tata cara pendiriannya. Dengan kata lain 
perusahaan jenis ini dianggap sudah lahir ketika seseorang 
melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan. 
Sebagaimana syarat sebuah perusahaan, pelaksanaan kegiatan 
usaha di sini harus permanen, dilakukan dalam jangka waktu yang 
relatif lama dan ditujukan sebagai bagian dari mata pencaharian 
pengusahanya. Karena itu segala kegiatan di dalam usaha ini 
diarahkan untuk mencari keuntungan atau laba. 
Pada jenis perusahaan ini, tidak jelas pemisahan antara 
kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, karena memang 
tidak diharuskan demikian. Oleh karena itu di dalam perusahaan 
menjadi tanggung jawab pribadi dari orang yang mendirikan dan 
menjalankan perusahaan tersebut. Maju mundurnya perusahaan 
menjadi tanggung jawab pemilik (pengelola) perusahaan yang 
bersangkutan. 
Pertanggungjawaban pada Usaha Perorangan bersifat pribadi 
dan penuh (seluruhnya), artinya pelaku usaha bertanggungjawab 
secara pribadi (sampai ke harta pribadi) atas seluruh utang-utang 
perusahaan. 
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Perusahaan seperti ini biasanya dikelola sendiri oleh pemilik 
dibantu oleh anggota keluarga. Kalaupun ada pegawai perusahaan 
yang diangkat bukan dari anggota keluarga, biasanya 
manajemennya tidak menjadi berubah. Oleh karena itu perusahaan 
bentuk ini tidak eksis secara organisatoris, karena memang tidak 
diharuskan ada susunan organisasi pelaksana atau pengelolanya.
56
 
Karakteristik khusus yang terdapat dalam perusahaan dagang yang 
membedakan dengan perusahaan dalam bentuk persekutuan secara 
umum berdasarkan pandangan para ahli hukum dapat dijelaskan 
lebih lanjut sebagai berikut : 
1. Perusahaan memiliki modal dari satu (1) orang, dalam arti 
perusahaan dagang didirikan dan dijalankan oleh satu (1) 
orang, baik dalam aspek permodalan maupun dalam aspek 
kekuasaan ke dalam dan ke luar perusahaan. 
 Setiap modal yang berasal dari pihak ketiga atau pihak 
lainnya tidak daianggap sebagai turut sertanya pihak-pihak 
tersebut dalam pendirian dan kegiatan perusahaan, tetapi 
modal dianggap sebagai pinjaman atau pemberian kepada 
pengusaha yang secara langsung bertanggung jawab dalam 
mengembalikan segala pinjaman atau penggunaan modal 
tanpa dihubungkan dengan keberadaan perusahaan dagang. 
2. Perusahaan dagang memiliki pengusaha yang langsung 
bertindak sebagai pengelola yang dapat dibantu oleh 
beberapa orang pekerja, dalam arti perusahaan dagang 
hanya memiliki satu (1) orang (pengusaha) yang 
bertanggung jawab secara hukum atas pendirian dan 
pelaksanaan perusahaan dagang, baik bertanggung jawab ke 
dalam atau ke luar perusahaan dagang maupun 
bertanggungjawab di dalam atau di luar pengadilan. 
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Dalam menjalankan perusahaan dagang, pengusaha dapat 
dibantu oleh satu (1) pekerja atau beberapa pekerja yang 
tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendirian dan 
pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan dagang secara 
keseluruhan, khususnya pekerja tidak bertanggung jawab 
terhadap akibat hukum, baik ke dalam atau ke luar 
perusahaan dagang maupun bertanggung jawab di dalam 
atau di luar pengadilan. 
3. Perusahaan dagang memiliki pekerja yang membantu 
pengusaha dalam mengelola perusahaan berdasarkan 
perjanjian kerja atau pemberian kuasa. 
Pekerja dalam perusahaan dagang hanya memiliki 
hubungan ketenagakerjaan dengan pengusaha sehingga 
pekerja hanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah 
diberikan kepada pekerja berdasarkan hubungan industrial, 
sehingga pekerja tidak bertanggung jawab terhadap akibat 
hukum yang terjadi atas segala hasil pekerjaan yang telah 
diamanatkan oleh pengusaha.
57
 
2. Persekutuan Perdata (Burgelijke Maatschap) :  
“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama 
kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan 
“sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi persekutuan 
berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada 
perusahaan tertentu.
58
 
Persekutuan perdata diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata sebagai bentuk khusus dari perkumpulan pada 
umumnya. Namun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata disebut sebagai persekutuan. Pengaturannya terdiri dari 4 
(empat) bagian sebagai    berikut : 
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1. Ketentuan umum; 
2. Perikatan-perikatan antara para sekutu; 
3. Perikatan-perikatan para sekutu terhadap pihak 
ketiga; 
4. Cara berakhirnya persekutuan.59 
Menurut Pasal 1618
60
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
persekutuan perdata diartikan sebagai suatu persetujuan dengan 
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri (untuk menjalankan 
usaha secara bersama-sama), dengan memberi pemasukan atau 
inbreng, dengan tujuan membagi keuntungan yang timbul 
karenanya. 
Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata (Maatschap, 
Partnership) adalah bentuk kerja sama usaha yang paling 
sederhana. Berbeda dengan Usaha Perorangan yang didirikan oleh 
satu orang. Persekutuan Perdata ini didirikan melalui perjanjian 
antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, Persekutuan Perdata 
didirikan atas kerja sama dan kesepakatan beberapa orang. Bentuk 
usaha Persekutuan Perdata ini diatur di dalam KUHPerdata. 
Diambil dari pendapat Johanes Ibrahim bahwa Burgelijke 
maatschap atau maatschap (selanjutnya disebut sebagai 
persekutuan perdata) merupakan persetujuan kerja sama antara 
beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan 
hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-
sendiri perbuatannya ke dalam persekutuan dengan 
memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian 
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Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri 
untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan 
yang terjadi karenanya.  
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persekutuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata.
61
 
Memperhatikan isi Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) unsur utama 
dari persekutuan perdata, yaitu : 
1. masing-masing harus memasukkan sesuatu ke dalam 
persekutuan (inbreng); dan 
2. maksud dari persekutuan adalah untuk mencari 
keuntungan yang bersifat kebendaan yang akan dibagi-
bagi di antara anggota.
62
 
Sedangkan menurut Rudhi Prasetya, persekutuan perdata 
menurut pandangan klasik merupakan bentuk genus (umum) dari 
persekutuan firma, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas, 
tetapi perkembangan pandangan tentang perseroan terbatas telah 
berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas 
telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan 
terbatas bukan lagi termasuk bentuk spesies dari persekutuan 
perdata.
63
 
Persekutuan perdata menurut I. G. Rai Widjaya  merupakan 
bentuk badan usaha yang sangat sederhana persekutuan firma, 
persekutuan komanditer atau perseroan terbatas, mengingat dalam 
persekutuan perdata memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Dalam hal besarnya jumlah modal, perseroan terbatas 
tidak diatur mengenai besarnya modal, sebagaimana 
penentuan modal minimum yang berlaku dalam 
perseroan terbatas. 
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2. Dalam hal bentuk modal, persekutuan perdata dapat 
didirikan berdasarkan modal dalam bentuk uang, barang 
dan tenaga yang diberikan oleh para sekutu. 
3. Dalam hal bidang kerja dan usaha, persekutuan perdata 
memiliki bidang kerja dan usaha yang tidak terbatas 
sehingga persekutuan perdata dapat meliputi 
permodalan hingga perdagangan. 
4. Dalam hal pengumuman kepada pihak ketiga, 
persekutuan perdata tidak membutuhkan pengumuman 
kepada pihak ketiga sebagaimana yang harus dilakukan 
dalam persekutuan firma.
64
 
Persekutuan Perdata dikatakan sebagai bentuk usaha kerja sama 
yang paling sederhana karena pendiriannya bebas, boleh tertulis 
atau tidak tertulis, dan jumlah/besarnya modal tidak tertentu, 
sedangkan para anggota wajib memasukkan modal yang disebut 
inbreng. Yang dapat dijadikan inbreng  adalah uang, barang, 
maupun tenaga (keahlian tertentu). Besarnya jumlah modal 
tergantung kesepakatan pendirinya, dalam arti tergantung pada 
kesediaan dan kemampuan para anggota saat pendirian. 
Secara yuridis, persekutuan perdata dapat dibagi dua (2) jenis, 
yaitu persekutuan perdata umum dan persekutuan perdata khusus 
yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Persekutuan perdata umum sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 1622 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata
65
, dalam artian persekutuan perdata yang 
memiliki tujuan untuk mendapatkan hal-hal yang 
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Pasal 1622 
Persekutuan penuh tentang keuntungan hanyalah mengenai segala apa yang akan 
diperoleh para pihak dengan nama apa pun, selama berlangsungnya persekutuan 
sebagai hasil dari kerajinan mereka. 
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diharapkan oleh para sekutu sebagai hasil usaha para 
sekutu selama persekutuan perdata berdiri. 
Persekutuan perdata umum dapat melakukan kegiatan 
usaha yang beragam, sesuai dengan tujuan dan 
kepentingan para sekutu sehingga persekutuan perdata 
tidak memiliki tujuan yang jelas, meskipun masing-
masing inbreng harus tetap dapat dideskripsikan secara 
terperinci. 
Adapun Pasal 1622 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata menjelaskan bahwa “Perseroan perdata tak 
terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para 
peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan 
itu berdiri”. 
2. Persekutuan perdata khusus sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 1623 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata
66
, dalam arti persekutuan perdata yang 
memiliki kegiatan yang khusus, baik dari segi bidang 
kegiatan usaha, tujuan usaha maupun hasil yang akan 
diperoleh dari kegiatan usaha, tujuan usaha maupun 
hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha maupun 
hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha yang 
telah dilakukan oleh persekutuan perdata seperti 
pendirian persekutuan perdata yang melakukan 
kegiatan usaha atas barang-barang tertentu atau atas 
suatu kegiatan usaha tertentu.
67
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Pasal 1623 
Persekutuan khusus ialah persekutan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-
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Persekutuan perdata dapat didirikan dengan memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
1. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian 
dari para sekutu, dalam arti masing-masing sekutu 
berkehendak dan berjanji untuk mendirikan suatu 
persekutuan atas tujuan bersama. 
2. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan maksud dan 
tujuan tertentu, dalam arti pendirian persekutuan 
perdata yang telah disepakati harus memiliki tujuan 
tertentu, baik untuk tujuan umum, tujuan khusus, 
tujuan komersial maupun untuk tujuan tertentu. 
3. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan inbreng 
yang dimasukkan oleh para sekutu, dalam arti 
persekutuan perdata berdiri berdasarkan modal yang 
telah diberikan oleh para sekutu, baik dalam bentuk 
uang, barang maupun tenaga.
68
 
Mengingat pendirian persekutuan perdata didasarkan atas 
kehendak para sekutu yang lebih lanjut dinyatakan dalam suatu 
perjanjian, perjanjian dalam pendirian persekutuan perdata setidak-
tidaknya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
69
 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata
70
 sebagai berikut : 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1320 
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu hal tertentu; 
4. suatu sebab yang halal. 
70
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1338 
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. 
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Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menjelaskan 
bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang untuk mereka yang membuatnya. Para pihak dapat secara 
bebas dan tidak terikat pada ketentuan undang-undang untuk 
membuat suatu perjanjian bagi kepentingan mereka sendiri. Pasal 
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan 
batasan-batasan dalam melakukan perjanjian, yaitu batasan yang 
menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan 
bahwa untuk sahnya perjanjian yang telah dilakukan oleh para 
pihak, harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagai 
berikut : 
1. Syarat subjektif, dalam arti syarat yang mengisyaratkan 
bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ini 
mengakibatkan sebuah perjanjian dapat dibatalkan. 
Syarat subjektif terbagi atas : 
a. Sepakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam 
artian perjanjian harus dilakukan dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. 
Kesepakatan dapat terlihat dari adanya pemberian 
dan penerimaan hak dan kewajiban antara para 
pihak. Kesepakatan tidak berlaku apabila dilakukan 
dengan penipuan, pemaksaan, kekhilafan, atau 
pemalsuan (Pasal 1321
71
, Pasal 1324
72
, Pasal 
                                                                                                                                     
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, 
atau karena alas an-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
71
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1321 
   Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. 
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1325
73
, Pasal 1326
74
, dan Pasal 1328
75
 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata). 
b. Cakap, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 
1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
76
, 
dalam arti seseorang yang melakukan perjanjian 
harus dianggap mampu seperti telah dewasa, tidak 
sakit ingatan, tidak dalam pengampuan, atau tidak 
sedang dicabut haknya. 
2. Syarat objektif, dalam arti syarat yang mengisyaratkan 
bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ini 
mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1624 
Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat 
menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat 
menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam 
dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. 
Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan 
orang-orang yang bersangkutan 
73
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1325 
   Paksaan dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan 
terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu 
dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke 
bawah. 
74
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1326 
Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau sanak keluarga lain dalam garis 
ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian.  
75
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1328 
Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, 
yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata 
bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-
muslihat tersebut. 
Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. 
76
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1330 
Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 
1. orang-orang yang belum dewasa; 
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 
membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 
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dianggap perjanjian yang telah terbentuk tidak pernah 
ada. Syarat objektif ini terbagi atas : 
a. Hal tertentu (objek perjanjian), sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata
77
, dalam arti setiap 
objek yang diperjanjikan harus ditentukan terlebih 
dahulu, seperti jenis, kualitas, atau kuantitas dari 
barang atau jasa yang dijanjikan obyek perjanjian. 
b. Suatu sebab yang halal, sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 
1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
78
, 
dalam arti setiap orang yang terlibat dalam sebuah 
perjanjian harus memiliki tujuan yang tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum, norma-
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1333 
Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit 
ditentukan jenisnya. 
   Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu  
terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Barang-barang yang baru aka nada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu 
perjanjian. 
Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, 
atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun 
dengan sepakatnya orang yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi 
ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176 dan 178. 
78
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1335 
Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu 
atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1336 
Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika 
ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian 
adalah sah. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1337 
Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila 
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 
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norma yang berkembang, dan hukum positif yang 
berlaku.
79
 
Hubungan antar sekutu dalam persekutuan perdata, baik 
hubungan sekutu secara ke dalam maupun hubungan sekutu ke luar 
dan pihak ketiga, didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti : 
1. Hubungan mengenai pemasukan modal yang 
didasarkan atas Pasal 1625 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa, 
“Peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan 
itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk 
dimasukkan, maka peserta wajib memberikan 
pertanggungan menurut cara yang sama dengan 
cara jual beli”. 
2. Pembagian keuntungan dan kerugian yang 
didasarkan atas Pasal 1633 dan Pasal 1634 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang 
menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dan 
kerugian terhadap para sekutu diatur dalam 
perjanjian pendirian persekutuan perdata. Apabila 
dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata 
tidak diatur, masing-masing sekutu mendapatkan 
keuntungan dan beban kerugian yang dihitung 
berdasarkan besarnya modal yang diberikan ke 
dalam persekutuan perdata. Sekutu yang hanya 
memberikan modal dalam bentuk tenaga, 
pembagian keuntungan untuk sekutu yang 
memberikan modal uang atau barang yang paling 
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sedikit (Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata).
80
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan 
bahwa kesanggupan setiap sekutu member inbreng  kepada 
persekutuan, apabila belum diserahkan pada saat pendirian, 
menjadi utang dari sekutu yang bersangkutan yang wajib 
diserahkan pada sesuai dengan waktu yang disepakati. Sekutu yang 
menjadikan inbreng dalam bentuk uang dan belum 
menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan, demi hukum menjadi 
berutang bunga terhitung sejak hari keterlambatan 
menyerahkannya. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar yang 
menjamin kesungguhan kerja sama para sekutu (Pasal 1625 dan 
Pasal 1626
81
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
Jika diperjanjikan secara khusus di dalam perjanjian pendirian, 
seorang sekutu dapat ditugaskan melakukan pengurusan 
persekutuan. Dalam hal ini ia dapat melakukan segala perbuatan 
yang berhubungan dengan pengurusannya meskipun sekutu-sekutu 
lain tidak sependapat, asal ia melakukannya dengan itikad baik 
(Pasal 1636 ayat (1)
82
). Kekuasaan sekutu tersebut tidak dapat 
ditarik kembali tanpa alasan yang sah selama persekutuan masih 
berlangsung, kecuali jika kekuasaan serupa  diberikan   dalam  akta   
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81
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1624 
Sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, 
menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya 
pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus 
dimasukkan. 
Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambilnya dari kas 
bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingan pribadi. 
   Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian tambahan biaya, rugi dan bunga jika 
ada alasan untuk itu. 
82
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 
Pasal 1636 
1. Si sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuan ditugaskan 
melakukan pengurusan persekutuan dapat, biarpun bertentangan dengan sekutu-
sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan 
pengurusannya asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik. 
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khusus  yang   dibuat  kemudian  setelah persekutuan berdiri (Pasal 
1636 ayat (2)
83
), Janus Sidabalok memberikan keterangannya.
84
 
Berakhirnya persekutuan perdata berdasarkan Pasal 1646 
hingga Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
85
 dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :
86
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 
Pasal 1636 
2. Kekuasaan ini selama berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik kembali tanpa 
alas an yang sah; namun jika kekuasaan tersebut tidak telah diberikan didalam 
perjanjian persekutuan melainkan didalam suatu akta yang terkemuadian, maka 
dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1646 
Persekutuan berakhir. 
1.    Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan; 
2.    Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok  
persekutuan; 
3.    Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau sekutu; 
4.   Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau 
dinyatakan pailit 
Pasal 1647 
Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum 
waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan 
yang sah; sebagaimana jika seorang sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika 
seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tidak cakap melakukan 
pekerjaannya untuk persekutuan; atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun 
pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1648 
Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atau suatu 
barang kedalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu 
terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu. 
Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila 
hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persatuan, sedangkan 
hak miliknya tetap berada pada si sekutu. 
   Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya 
telah dimasukkan dalam persekutuan. 
Pasal 1649 
Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu 
jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. 
Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian 
kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan 
itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu. 
Pasal 1650 
Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan dengan itikad baik apabila 
seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu 
keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merancangkan akan bersama-
sama menikmati keuntungan tersebut. 
 44 
1. Jangka waktu pendirian persekutuan perdata telah 
berakhir. Menurut I.G. Rai Widjaya, apabila 
persekutuan perdata sejak semula didirikan untuk waktu 
tertentu tetapi dilanjutkan oleh para sekutu melewati 
batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, secara 
hukum persekutuan perdata tetap berdiri dengan jangka 
waktu tidak tertentu. 
2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha 
yang menjadi tujuan persekutuan perdata. 
3. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. 
Pengunduran diri salah satu sekutu atau beberapa sekutu 
tidak dapat mengakhiri persekutuan perdata, kecuali 
semua sekutu setuju atau ada perintah pengadilan, 
karena berdasarkan Pasal 1649 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, pengunduran diri harus pada waktunya 
dengan itikad baik, demikian disampaikan oleh I.G. Rai 
Widjaya. 
4. Salah seorang sekutu meninggal dunia, di bawah 
pengampuan atau dinyatakan pailit. 
                                                                                                                                     
   Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, 
apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, 
sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundurkan. 
Pasal 1651 
Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, 
persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung 
terus daintara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati. 
Dalam hal yang ke dua, ahli waris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih 
daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si 
sekutu; tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang 
merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si 
sekutu dari siapa ia ahli warisnya, meninggal. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1652 
Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, 
serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, 
berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu. 
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Menurut Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
kalau sebagai akibat dari pembubaran atau penghentian 
persekutuan, kekayaannya harus dibagi di antara para anggota, 
maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata mengenai pembagian budel warisan dari seorang 
yang meninggal dunia. Itu berarti bahwa asset atau harta kekayaan 
persekutuan dibagi sama (rata) di antara para sekutu. Dengan 
demikian tidak dihubungkan dengan inbreng  pada waktu 
mendirikan persekutuan perdata.
87
 
Bentuk badan usaha dapat pula dibedakan menurut status hukumnya 
menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang berbadan hukum (seperti 
usaha perorangan, perserikatan perdata, persekutuan firma, dan CV). 
Perusahaan yang berstatus badan hukum, secara hukum diterima 
menjadi subyek hukum tersendiri dalam pergaulan hukum, sedangkan bagi 
perusahaan yang tidak berbadan hukum, status subyek hukumnya melekat 
pada diri pendiri atau anggota atau pengusahanya.
88
 
Keberadaan badan usaha di Indonesia digolongkan menjadi dua (2) 
jenis yaitu badan usaha dengan status badan hukum dan badan usaha 
dengan satatus bukan badan hukum. Penggolongan badan usaha 
didasarkan atas bentuk tanggung jawab yang melekat kepada para pendiri 
perusahaan dan para pengurus perusahaan.
89
 
 
b. Tinjauan Perkumpulan 
Perkumpulan dalam pengertian yang umum itu lazimnya meliputi 
semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum 
perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan 
sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud di sini ialah perkumpulan 
yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang.
90
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Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perbedaan antara 
perkumpulan biasa dengan persekutuan perdata terletak pada tujuannya, di 
mana persekutuan perdata bertujuan untuk mencari keuntungan yang 
bersifat kebendaan sedangkan perkumpulan biasa titik berat tujuannya ada 
pada hal-hal lain yang bukan keuntungan kebendaan.
91
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua istilah 
perkumpulan, yakni Persekutuan Perdata dan Perserikatan Perdata. 
Sebelum kita membicarakan mengenai Persekutuan Perdata dan 
Perserikatan Perdata, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu 
pemahaman mengenai Perkumpulan. Hal ini dirasa penting karena 
perkumpulan merupakan cikal bakal atau latar belakang terbentuknya 
Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata, Persekutuan Firma, 
Persekutuan Komanditer (CV). Perkumpulan dalam pengertian ini, dapat 
dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu :
92
 
1. Perkumpulan dalam arti luas, ialah perkumpulan yang 
ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk 
asal dari segala persekutuan (Maatschap, Firma/Fa, C.V., 
P.T.), koperasi dan perkumpulan saling menanggung. 
Perkumpulan dalam arti luas ini sama-sama menjalankan 
perusahaan, karena itu perkumpulan merupakan bentuk asal 
dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum 
dagang.
93
 
Dijelaskan oleh R. Subekti  bahwa : perkataan Belanda 
maat atau vennoot berarti kawan atau sekutu, sehingga makna 
dari perkataan maatschap  atau vennotschap adalah sama 
dengan makna dari perkataan Indonesia „persekutuan‟. Makna 
yang sama terkandung di dalam perkataan Inggris 
„partnership‟.94 
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Jadi perkumpulan dalam arti luas ini, bentuk dasar dari 
semua bentuk Persekutuan Perdata (Maatschap,Vennootschap). 
Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak 
memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan 
dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya 
perkumpulan ini, terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan, 
yaitu : 
1.    Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki 
kepentingan terhadap sesuatu;  
2.  Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) 
untuk mendirikan perkumpulan; 
3. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan 
perkumpulan; 
4.  Untuk melaksanakan tujuan perkumpulan 
diadakan kerjasama di dalam perkumpulan. 
Dengan demikian, ada 4 unsur  untuk terjadinya suatu 
perkumpulan, yaitu : kepentingan bersama, kehendak bersama, 
tujuan bersama dan kerjasama. Keempat unsur ini ada pada 
tiap-tiap perkumpulan, termasuk : persekutuan, koperasi dan 
perkumpulan saling menanggung. Jadi, perkumpulan dalam arti 
luas ini merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, 
koperasi dan perkumpulan saling menanggung (disingkat : 
persekutuan dan sebagainya). Sudah tentu masing-masing 
persekutuan dan sebagainya itu mempunyai unsur tambahan 
lagi. 
 Empat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap persekutuan dan 
beberapa badan hukum, yaitu : 
a) Persekutuan perdata, di samping empat unsur tersebut di 
atas, ada dua unsur tambahan, yakni : pemasukan dan 
pembagian keuntungan atau kemanfaatan yang didapat 
karena adanya pemasukan itu (Pasal 1618 KUHPER); 
 48 
b) Persekutuan firma, di samping empat unsur tersebut di atas, 
ditambah 2 unsur (Pasal 1618 KUHPER) dan akhirnya 
ditambah lagi 3 unsur yaitu : menjalankan perusahaan dan 
memakai nama bersama (firma) – (Pasal 16 KUHD), pula 
tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan 
(Pasal 18 KUHD); 
c) Persekutuan komanditer, di samping empat unsur sebagai, 
perkumpulan, ditambah 2 unsur sebagai persekutuan 
perdata, ditambah 3 unsur sebagai persekutuan firma dan 
akhirnya ditambah dengan adanya sekutu komanditer; 
d) Perseroan terbatas adalah perkumpulan yang berbadan 
hukum, menjalankan perusahaan dan namanya diambilkan 
dari tujuan perusahaan (voorwerp van het bedrijf), 
sedangkan tanggung jawab tiap sekutu (pemegang saham) 
terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya (Pasal 36 dan 
40 KUHD); 
e) Koperasi  adalah perkumpulan yang berbadan hukum, 
menjalankan perusahaan, berdasarkan asas kekeluargaan 
dan kegotongroyongan (UU Perkoperasian No. 12 Tahun 
1976); 
f) Perkumpulan saling menanggung  adalah perkumpulan 
yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan 
bertujuan untuk saling menanggung anggota-anggotanya.
95
 
Perkumpulan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu : 1) 
Perkumpulan yang berbadan hukum, dan 2) Perkumpulan yang 
tidak berbadan hukum. Mengenai kedua macam perkumpulan 
ini, H.M.N.Purwosutjipto menjelaskannya sebagai berikut : 
Yang dimaksud dengan “perkumpulan” di sini ialah 
perkumpulan dalam arti luas, termasuk di dalamnya 
persekutuan koperasi dan perkumpulan saling menanggung. 
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Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak 
berbadan hukum. 
Yang tidak berbadan hukum ialah : 
a. persekutuan perdata; 
b. persekutuan firma; 
c. persekutuan komanditer; 
Adapun yang berbadan hukum ialah : 
a. perseroan terbatas; 
b. koperasi, dan 
c. perkumpulan saling menanggung.96 
 
2. Perkumpulan dalam arti sempit , ialah perkumpulan yang 
tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu 
tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan dan 
sebagainya tadi. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri 
sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis 
serta tidak menjalankan perusahaan.
97
 
Pengertian perkumpulan dalam arti sempit menurut R. 
Subekti , dalam bahasa Belanda perkumpulan ini dinamakan 
„vereniging‟ (sebagai lawan dari maatschap atau venootschap), 
dalam bahasa Jerman „Verein‟ (sebagai lawan atau untuk 
membedakan dari “company” atau “corporation”). 
Dalam “perkumpulan” atau “perhimpunan” ini beberapa 
orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non 
ekonomis (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat 
mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya 
diletakkan dalam apa yang dinamakan “anggaran dasar” atau 
“reglemen” atau “statuten”. 
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Seperti yang dikemukakan H.M.N.Purwosutjipto dijelaskan 
bahwa jenis perkumpulan dalam arti sempit, yakni 
perkumpulan yang tidak menjadi bentuk asal dari persekutuan 
dan sebagainya. Perkumpulan itu berdiri sendiri terpisah dari 
lainnya dan biasanya diatur dalam peraturan perundangan. 
Perkumpulan jenis ini disebut dengan istilah “vereniging” 
(Belanda), “Verein” (Jerman), “association” (Inggris), dan 
“union” (Prancis). Dalam bahasa Indonesia perkumpulan 
dalam arti sempit ini mempunyai banyak nama, yakni : 
perkumpulan, perhimpunan, perikatan, ikatan, persatuan, 
kesatuan, serikat dan lain-lain. 
Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak bertujuan untuk 
mencari laba dan tidak menjalankan perusahaan. Tujuan 
perkumpulan dalam arti sempit ini adalah non-ekonomis dan 
diatur dalam peraturan perundangan tertentu.
98
 
Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang 
bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, 
yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta 
diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Perkumpulan 
dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama 
berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan 
perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah vereniging. 
Tujuan perkumpulan dalam arti sempit ini adalah non-
ekonomis dan diatur dalam peraturan perundangan tertentu, 
yakni : 
a) KUHPER, Buku III, Bab IX, berjudul : “Van Zedelijke 
Lichamen” (Perkumpulan), Pasal 1653 s.d 1655, yang 
kemudian ditambah dengan Pasal 1656 s.d 1665; 
b) S.1870-64, tentang “Badan Hukum bagi Perkumpulan” 
(Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen); 
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c) S. 1939-570 bsd 717, tentang “Perkumpulan Indonesia” 
(Inlandsche Vereniging). 
Selanjutnya ditekankan, bahwa perkumpulan dalam arti sempit 
ini tidak termasuk dalam bidang hukum dagang.
99
 
Perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan yang 
tidak menjalankan perusahaan tertentu. Orang-orang yang 
bertindak atas nama perkumpulan tersebut disebut sebagai 
pengurus, sedangkan orang-orang yang terkumpul di dalam 
perkumpulan itu disebut sebagai anggota. 
 
c. Tinjauan Persekutuan 
Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah 
istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan  dan 
perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan 
istilah bahasa Belanda :  maatschap, venootschap.
100
 
Dijelaskan oleh R. Subekti  bahwa : perkataan Belanda maat atau 
vennoot berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan 
maatschap  atau vennotschap adalah sama dengan makna dari perkataan 
Indonesia „persekutuan‟. Makna yang sama terkandung di dalam perkataan 
Inggris „partnership‟. Perkataan persekutuan kami pandang lebih tepat 
dari perkataan perseroan karena perkataan yang terakhir ini mungkin 
menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja sama yang kita 
bicarakan ini dikeluarkan sero atau saham, padahal pengeluaran sero atau 
saham itu tidak perlu.
101
 
Batasan yuridis tentang maatschap dimuat dalam KUHPerdata Pasal 1618 
yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu : 
“Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam 
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persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang 
terjadi karenanya.” 
Menurut R. Subekti : yang dinamakan persekutuan (bahasa Belanda : 
maatschap atau vennootschap) adalah satu perjanjian antara dua orang 
atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan 
dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu 
kekayaan bersama.
102
 
Persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya 
terhadap suatu usaha tertentu, sementara Sekutu berarti peserta pada suatu 
perusahaan. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menjelaskan mengenai pengertian persekutuan perdata adalah perjanjian 
yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk 
memasukan barang, uang atau tenaga (keahlian) dengan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan bersama. Pada ketentuan Pasal 1618 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata ini, dalam persekutuan perdata ada 2 
(dua) unsur yang harus dilakukan adalah : 
a) Unsur Pemasukan (Inbreng) 
b) Unsur tujuan untuk memperoleh Keuntungan bersama 
Kedua unsur ini, adalah tambahan dari 4 (empat) unsur yang ada pada 
pengertian perkumpulan dalam arti luas, yang meliputi : 
a) Kepentingan Bersama 
b) Kehendak bersama 
c) Tujuan bersama 
d) Kerja sama 
Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, 
dalam persekutuan dilakukan dengan menjalankan perusahaan. 
Menjalankan perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan 
sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, 
dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. Dengan 
menjalankan perusahaan ini, maka bentuk-bentuk persekutuan ini lebih 
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khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Jadi 
merupakan kajian dalam lapangan hukum bisnis (ekonomi) seperti 
Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer. 
Di dalam persekutuan juga mengandung 2 (dua) unsur sebagaimana 
tercantum di dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tersebut di atas, yaitu pemasukan (inbreng) dan bertujuan memperoleh 
keuntungan bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam perserikatan 
perdata tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang 
terkandung sebagai keuntungan. Maatschap itu merupakan suatu 
perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk 
memperoleh keuntungan/kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta/sekutu 
harus memasukkan sesuatu yang disebut „inbreng‟ (pemasukan) baik yang 
berupa : uang (geld), barang (goederen) ataupun kerajinan (nijverheid) 
yang berupa tenaga.
103
 
Unsur pemasukan (inbreng), seperti yang disyaratkan pada Pasal 1619
104
 
ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensuil yaitu 
perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak 
atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan. Jadi pada 
maatschap, jika sudah ada kata sepakat para pihak (sekutu) untuk 
mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap itu 
dianggap sudah ada. 
Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian maatschap itu, 
sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas (voormloos). Tetapi 
dalam praktek hal ini dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah 
tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan 
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pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang 
tidak menghendaki terang-terangan.
105
 
Keanggotaan pada suatu maatschap, sedikit banyak penekanan 
keanggotaannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke 
capaciteit) dari orang (sekutu, peserta) yang bersangkutan. Jadi pada 
asasnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing 
anggota dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara 
statutair, artinya keluar masuknya anggota tidak bebas. 
Sifat kapasitas kepribadian dari peserta maatschap sangat diutamakan 
seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau seteman karib. 
Walaupun ada aturan masuk keluarnya peserta, tetapi hal ini tidak boleh 
mengurangi sifat kapasitas kepribadian yang melekat pada para 
pesertanya.
106
 
Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap 
orang-orang pihak ketiga) dan para pesertalah yang semata-mata mengatur 
bagaimana caranya kerja sama antara para peserta dan bagaimana 
pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu diserahkan sepenuhnya 
kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian 
maatschapnya.  
Soal wewenang untuk melakukan pengurusan maatschap juga dalam 
prinsipnya diserahkan kepada para peserta sendiri untuk mengurusnya. 
Seorang peserta yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian 
persekutuannya ditugaskan melakukan pengurusan maatschap, berhak, 
biarpun bertentangan dengan peserta-peserta lainnya, melakukan segala 
perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dia dalam hal itu 
berlaku dengan itikad baik.
107
 
Kekuasaan tersebut selama berlangsungnya maatschap tidak dapat 
ditarik kembali tanpa alasan yang sah, namun jika kekuasaan tersebut tidak 
diberikan di dalam perjanjian maatschapnya, melainkan di dalam suatu 
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akte yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana 
halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa (Pasal 1636 KUH Perdata).
108
 
Mengenai pengurusan maatschap
 109
 adalah jika beberapa peserta telah 
ditugaskan melakukan pengurusan maatschap tanpa ditentukan apa yang 
menjadi pekerjaan masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu 
tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan kawan-
kawan pengurus maka masing-masing sendirian adalah berwenang untuk 
melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan pengurusan itu (Pasal 
1637 KUH Perdata
110
). 
Apabila telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh 
melakukan sesuatu perbuatan jika tidak bersama-sama bertindak dengan 
seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu itu, tanpa 
perjanjian yang baru, bertindak tanpa suatu waktu berada dalam keadaan 
tidak mampu untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan 
(Pasal 1638 KUH Perdata
111
). Seorang berada dalam keadaan tak mampu 
melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia misalnya telah ditaruh di 
bawah pengampuan atau sedang menjalani suatu hukuman badan.
112
 
Selanjutnya Pasal 1639 KUH Perdata
113
 mengenai pengurusan tersebut 
ditetapkan sebagai berikut : 
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Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan  persekutuan dengan tidak 
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Pasal 1638 
 Jika telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu 
perbuatan pun jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak 
dapatlah pengurus yang satu, tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa satu bantuan dari 
yang lainnya, meskipun ada dalam keadaan ketidakmampuan untuk turut melakukan 
perbuatan-perbuatan pengurusan. 
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Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-caranya pengurusan, maka 
harus diindahkan peraturan-peraturan sebagai berikut : 
1) Para peserta dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa 
supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa 
yang dilakukan oleh masing-masing peserta juga mengikat peserta-
peserta lainnya untuk bagian mereka, meskipun peserta-peserta 
lainnya untuk bagian mereka,; namun para peserta ini atau salah 
seorang di antara para peserta berhak untuk melawan perbuatan 
tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup. 
2) Masing-masing peserta diperbolehkan memakai barang-barang 
kepunyaan maatschap, asal ia memakainya itu guna keperluan 
sebagaimana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia 
tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan atau secara 
yang demikian hingga peserta-peserta lainnya terhalang turut 
memakainya menurut hak mereka. 
3) Masing-masing peserta berhak mewajibkan peserta-peserta lainnya 
untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan 
barang-barang kepunyaan maatschap. 
4) Tidak seorang peserta pun tanpa ijin peserta-peserta lainnya, boleh 
membuat hal-hal yang baru pada benda-benda bergerak kepunyaan 
                                                                                                                                     
 Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-cara mengurus, harus diindahkan aturan-
aturan yang berikut : 
1. Para sekutu dianggap secara bertimbal balik telah memberikan kuasa supaya yang 
satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. 
Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat  untuk bagian sekutu-
sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka; dengan 
tidak mengurang hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan 
tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup; 
2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan 
persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang  itu 
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turut memakainya menurut hak mereka; 
3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut 
memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan 
persekutuan; 
4. Tidak seorang sekutu pun tanpa izinnya pesero-pesero lainnya, boleh membuat hal-
hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia 
mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan. 
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maatschap, meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu 
menguntungkan maatschap.
114
 
Pasal 1640 KUH Perdata
115
 menetapkan bahwa para peserta yang tidak 
menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan atau menggadaikan 
barang-barang bergerak kepunyaan maatschap  ataupun meletakkan 
beban-beban di atasnya.
116
 
 Yang dimaksud meletakkan beban-beban di atas barang milik persekutuan 
tentu saja berlaku untuk barang milik yang sifatnya tidak bergerak jika 
surat bukti kepemilikannya dijaminkan untuk suatu pinjaman atau kredit. 
Masing-masing peserta diperbolehkan, bahkan tanpa ijin pesero-pesero 
lainnya, menerima seorang ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam 
maatschap, tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan 
kepentingan-kepentingan maatschap, tak dapatlah ia memasukkan orang 
ketiga tersebut, tanpa ijin peserta-peserta lain, sebagai anggota maatschap 
(Pasal 1641 KUH Perdata
117
). Orang luar yang oleh salah seorang peserta 
diterima sebagai sebagai peserta dari bagiannya peserta tersebut, dalam 
bahasa Belanda dikenal dengan nama “onder-vennoot” yang berarti 
sekutu-pengikut. Ia hanya mempunyai hubungan dengan sekutu yang 
menerimanya sebagai pengikut dan samasekali tidak mempunyai 
hubungan dengan peserta-peserta lainnya. Hanya dengan persetujuan 
sekalian peserta, dapat dimasukkan seorang sekutu baru.
118
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 Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan, 
maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan atau pun 
meletakkan beban-beban di atasnya. 
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Pasal 1641 
 Masing-masing sekutu diperbolehkan bahkan tanpa izin sekutu-sekutu lainnya, menerima 
seorang ke tiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan; tetapi sekalipun ia 
ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan persekutuan tak dapatlah ia 
memasukkan orang ke tiga tersebut, tanpa izin sekutu-sekutu lainnya, sebagai anggota 
persekutuan. 
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Maksud “onder vennoot” di sini adalah apabila peserta mengangkat 
orang dari luar persekutuan sebagai karyawannya. Karyawan tersebut 
adalah tanggung jawab penuh peserta yang mempekerjakannya. Tidak ada 
hubungan apapun dengan peserta lain di dalam persekutuan. Di dalam 
suatu persekutuan, peserta yang ditunjuk bertugas sebagai pengurus 
persekutuan, karyawan dari peserta tersebut tidak mempunyai hak apapun 
terhadap persekutuan. 
Maatschap dapat dibedakan antara (1) maatschap yang bertindak 
keluar dan (2) maatschap yang bertindak melulu ke dalam (onder onzes). 
Pada ad-(1) apabila maatschap itu diumumkan dan kepada salah seorang 
pesertanya diberi kuasa untuk bertindak atas nama maatschap; Kemudian 
pada ad-(2) apabila satu sama lain di antara pesertanya ada janji, bahwa 
maatschap itu jangan diumumkan kepada pihak luar, hanya secara intern 
saja (voorzicht zelf). Ketika salah seorang pesertanya itu melakukan 
hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka yang terikat ialah orang yang 
berbuat itu sendiri dan tidak bisa mengikat maatschap.  
Suatu asosiasi dari notaris, advokat atau akuntan itu hanya merupakan 
maatschap bukan perusahaan, oleh karena mereka bertindak keluar terang-
terangan atas dasar kapasitas kepribadiannya masing-masing. 
119
  
Hal inilah yang membedakan persekutuan dengan firma, pada firma yang 
bertindak keluar dan berhubungan dengan pihak ketiga adalah firma. 
Firma berlaku secara terang-terangan dan menjalankan suatu perusahaan 
(bedrijf). 
Para peserta bertindak atau melaksanakan perkerjaan dan melakukan 
hubungan hukum untuk diri sendiri. Hutang yang terjadi atas nama 
seorang peserta tidak dapat dibebankan kepada persekutuan. Hutang yang 
jadi kewajiban persekutuan mengikat masing-masing untuk seluruh hutang 
persekutuan jika hutang tersebut disepakati oleh seluruh peserta sebagai 
hutang persekutuan dan untuk kepentingan persekutuan, dan masing-
masing peserta menyetujui salah seorang peserta sebagai pengurus dalam 
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proses pengajuan hutang persekutuan jika para peserta ini telah 
memberikan kuasa kepadanya, dinyatakan di dalam Pasal 1642 KUH 
Perdata
120
. 
Pasal 1643 KUH Perdata
121
, oleh R.Subekti diberikan penjelasan 
mengenai asas umum yang berlaku bagi peserta maatschap masing-masing 
akan mendapat bagian sama untuk tanggung jawab pengembalian atas 
pinjaman maatschap. 
Diterangkan oleh Pasal 1644 KUH Perdata
122
: janji bahwa suatu 
perbuatan telah dilakukan atas tanggungan maatschap, hanyalah mengikat 
peserta yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah dapat mengikat 
peserta-peserta lainnya, kecuali jika orang-orang yang terakhir ini telah 
memberikan kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah 
memberikan manfaat bagi maatschap. Memang seperti telah dikemukakan 
bahwa perjanjian maatschap itu tidak mempunyai pengaruh extern 
(terhadap pihak ketiga) dan hanya menciptakan hubungan-hubungan intern 
antara para peserta. Maka agar supaya para peserta terikat terhadap pihak 
ketiga diperlukan pemberian kuasa oleh para peserta kepada peserta yang 
bertindak keluar.
123
 
                                                 
120
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1642 
 Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk sekutu utang  persekutuan; dan masing-
masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah 
memberikan kuasa kepadanya untuk itu. 
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Pasal 1643 
 Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, 
masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang 
satu dalam persekutuan adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya; terkecuali 
apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengn tegas ditetapkan kewajiban para sekutu 
itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam 
persekutuan. 
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 Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah 
mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-
sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa 
kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan. 
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Jika salah seorang peserta atas nama maatschap telah membuat suatu 
perjanjian, maka maatschap dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu 
(Pasal 1645 KUH Perdata
124
). Oleh karena maatschap bukan suatu badan 
hukum, perkataan maatschap (persekutuan) dalam ketentuan tersebut harus 
diartikan sebagai para peserta bersama-sama.
125
  
Cara dan sebab berakhirnya persekutuan diatur di dalam Pasal 1646 
KUH Perdata
126
 sebagai berikut : 
1) Telah melewati waktu diadakannya maatschap; 
2) Barang atau perbuatan yang menjadi pokok diadakannya 
maatschap telah musnah atau terselesaikan; 
3) Karena kehendak beberapa atau seorang peserta; 
4) Apabila salah seorang peserta meninggal dunia, berada di bawah 
pengampuan atau dinyatakan pailit. 
Persekutuan tidak dapat dibubarkan sebelum jangka waktunya berakhir 
kecuali dengan alasan yang sah dan penting sebagaimana terdapat di 
dalam Pasal 1647 KUH Perdata
127
. 
Pasal 1648 KUH Perdata
 128
 berisi tentang ketentuan mengenai barang 
yang akan menjadi pokok persekutuan sebelum dilaksanakannya 
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 Pasal 1645 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu perjanjian, maka 
persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1646 
 Persekutuan berakhir. 
1. dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan; 
2. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok 
persekutuan; 
3. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu; 
4. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau 
dinyatakan pailit. 
127
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1647 
 Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum 
waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan 
yang sah, sebagaimana jika seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tidak 
cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan; atau lain-lain hal semacam itu yang 
sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim. 
128
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1648 
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pemasukan telah musnah maka berakibat pembubaran persekutuan, akan 
tetapi jika musnahnya barang tersebut setelah dimasukkan ke dalam 
persekutuan, tidak mengakibatkan berakhirnya persekutuan. 
Pembubaran persekutuan dapat dilakukan dengan kehendak bersama 
dan atas itikad baik dan diberikan tenggang waktu untuk pelaksanaan 
pembubarannya sebagaimana tercantum pada Pasal 1649 KUH Perdata
 129
. 
Ketentuan Pasal 1651 KUH Perdata
 130
 memberikan kesempatan pada 
para peserta untuk meneruskan kelangsungan  persekutuan, hal ini 
menyimpangi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1646 KUH 
Perdata. 
Mengenai pembagian harta bersama persekutuan dan kewajiban-
kewajibannya yang timbul setelah pembubaran persekutuan dilakukan 
secara adil di antara para peserta, dan ahli waris peserta yang meninggal 
mewaris hak dan kewajiban pewaris ditetapkan di dalam Pasal 1652 KUH 
Perdata
 131
. 
                                                                                                                                     
Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang 
kedalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka 
persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu. 
Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya 
kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak 
miliknya tetap berada pada si sekutu. 
Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya 
telah dimasukkan dalam persekutuan. 
  
129
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1649 
Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu jika 
persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. 
Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada 
segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan 
tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu.  
130
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1651 
Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya 
akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus diantara 
sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati. 
Dalam hal yang ke dua, ahli waris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih 
daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaanya sewaktu meninggalnya si 
sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang 
merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu 
dari siapa ia ahli warisnya, meninggal. 
131
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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2. Perserikatan Perdata dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 
Diberlakukannya UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagai pengganti dari 
Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3) atau 
Peraturan Jabatan Notaris (PJN)
132
, memberikan kesempatan bagi Notaris 
untuk bersatu membentuk suatu perkumpulan sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris : 
Pasal 20 
1.  Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan 
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak 
berpihakan dalam menjalankan jabatannya. 
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan 
jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dimungkinkan para 
Notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap 
memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 
jabatannya (Pasal 20 ayat (1) UUJN). Persekutuan perdata tersebut diatur 
oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 20 
                                                                                                                                     
Pasal 1652 
 Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, 
serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-oarang yang turun 
mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu. 
132
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ayat (2) UUJN). Di dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUJN tersebut 
dikatakan bahwa : 
“Yang dimaksud dengan „perserikatan perdata‟ dalam ketentuan 
ini adalah kantor bersama notaris.”133 
Perserikatan Notaris memungkinkan para Notaris mempunyai peluang 
untuk menjalankan praktik bersama dalam satu perserikatan Notaris. Itu 
merupakan salah satu bentuk dari kerjasama tersebut. Kerja sama tersebut 
yaitu memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta 
bergabung dalam satu perserikatan notaris. 
Perserikatan notaris didirikan dua atau lebih (notaris) berdasarkan 
perjanjian yang disepakati pada awal pembentukan Perserikatan notaris 
oleh para pihak yang mendirikannya. Para notaris yang menjalankan 
jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan disebut dengan “Teman notaris” 
atau rekan.
134
 
Selanjutnya Pasal 20 ayat (3) UUJN ditindaklanjuti dengan peraturan 
menteri yaitu dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang 
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan 
Perdata (Permenkumham M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010). 
Tujuan Perserikatan Perdata Notaris yang tercantum dalam Pasal 2 
Permenkumham M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang 
kenotariatan, 
2. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian notaris, 
3. Efisiensi biaya pengurusan kantor notaris. 
 
a. Prosedur Mendirikan Perserikatan Perdata Notaris  
Peraturan menentukan mengenai tata cara pendirian perserikatan 
perdata notaris secara umum. Meski demikian, dalam praktik pendiriannya 
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beberapa hal yang dilakukan ada yang tidak tercantum dalam peraturan. 
Ada beberapa syarat awal yang harus dipenuhi apabila akan mendirikan 
perserikatan Notaris. Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 
2010 Pasal 3 ayat (1), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para Notaris 
apabila ingin menjadi rekanan dalam perserikatan Notaris dan kantor yang 
sama adalah sebagai berikut : 
1. Notaris telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk 
menjalankan jabatannya. 
2. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota 
yang sama. 
3. Notaris tidak dalam proses pemberhentian sementara atau 
pemberhentian sebagai Notaris. 
4. Notaris tidak dalam proses cuti karena diangkat sebagai pejabat 
Negara. 
5. Notaris dalam keadaan kondisi jasmani dan rohani yang baik. 
6. Notaris tidak mempunyai hubungan perkawinan dan/atau tidak 
mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, 
atau garis ke samping, sampai derajat kedua, dengan teman serikat 
lainnya. 
7. Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah 
seperti yang telah disebutkan di atas, harus ada teman serikat lainnya 
yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud, dan 
dibuktikan dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dengan 
Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 
(2) huruf d.
135
 
Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih notaris berdasarkan 
perjanjian yang dibuat dalam bentuk rancangan akta notaris dan ditulis 
dalam bahasa Indonesia (Pasal 4). Akta notaris harus memuat : (1) Nama, 
alamat, dan tempat kedudukan perserikatan, (2) Nama, dan identifikasi 
teman serikat, (3) Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau 
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surat keputusan pindah Teman Serikat, (4) Jangka waktu perserikatan, (5) 
Bentuk pemasukan teman serikat, dan(6) Hak, kewajiban dan tanggung 
jawab teman serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga 
(Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 4 dan Pasal 5 
ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f).
136
 
Notaris yang sedang/sudah menjalankan jabatannya dalam bentuk 
perserikatan, wajib mencantumkan nama pada papan namanya yang 
merupakan gabungan nama dan dan teman serikat atau diambil dari salah 
satu nama teman serikat ditambah dengan kata „dan rekan‟ yang didahului 
dengan frasa “Perserikatan Perdata Notaris” (Permenkumham No. 
M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10).
137
 
 
b. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam Perserikatan Perdata 
Notaris 
Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalm perserikatan notaris diatur 
dalam Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10 dan Pasal 11. 
a. Hak-Hak Teman Serikat 
Notaris yang telah menjadi teman serikat memiliki hak untuk 
didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol teman 
serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman serikat juga 
memiliki hak mempertahankan perserikatan notaris jika ada rekan 
yang berhenti atau pindah kedudukan, selama minimal terdapat 2 
rekan notaris yang masih berperserikatan notaris. Rekan notaris 
diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terdapat dalam kantor 
notaris sesuai dengan hak dan kepentingannya. Teman serikat juga 
diperkenankan melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan 
atas pengurusan perserikatan dan menggunakan barang yang ada 
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dalam perserikatan notaris sesuai dengan kepentingan 
(Permenkumham No. M.HH.01.AH.01.12 Tahun 2010 Pasal 8). 
b. Kewajiban Teman Serikat 
Para notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk 
perserikatan, harus menjalankan jabatan notaris sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Selain 
itu, dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 
perserikatan notaris, para notaris wajib melaksanakan dengan tujuan 
yang baik dan bertanggung jawab (Permenkumham No. 
M.HH.01.AH.01.12 Tahun 2010 Pasal 9 huruf (a) dan Pasal 10). 
Perserikatan notaris diwajibkan membuat pembukuan dan laporan 
keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, disertai 
dengan persetujuan atas pembukuan dan laporan keuangan. 
Kewajiban tersebut harus ditutup pada akhir tahun disertai dengan 
tanda tangan yang sah oleh semua rekan notaris yang 
berperserikatan notaris sebagai bukti persetujuan atas pembukuan 
dan laporan keuangan yang telah dibuat (Permankumham No, 
M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 16 ayat (1), (2), 
dan (3)). 
c. Tanggung Jawab Teman Serikat 
Teman serikat bertanggung jawab atas : semua akta yang dibuat 
olehnya atau di hadapannya, semua dokumen atau protokol yang 
berada dalam penyimpanannya – termasuk akta dan dokumen 
sebelum Notaris yang bersangkutan mengikatkan diri dalam 
Perserikatan. Teman serikat juga bertanggung jawab atas pembuatan 
laporan keuangan perserikatan (Permenkumham No. 
M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 9 dan Pasal 11).
138
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c. Larangan Dalam Perserikatan Perdata Notaris 
Rekan notaris tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa 
persetujuan yang diberikan oleh sesama rekan notaris. Sebagaimana diatur 
dalam Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 15, 
Rekan notaris tidak boleh : 
1) Memperoleh atau memindahtangankan barang bergerak atau tidak 
bergerak milik perserikatan. 
2) Rekan notaris tidak boleh meminjamkan uang baik atas nama sendiri, 
atau atas nama perserikatan. 
3) Rekan notaris tidak boleh mengubah peruntukan dan/atau bentuk 
barang tidak bergerak milik perserikatan notaris. 
4) Rekan notaris tidak boleh menerima rekan notaris baru yang ingin 
bergabung dalam perserikatan notaris. 
5) Rekan notaris tidak boleh membebani kekayaan perserikatan. 
Apabila rekan notaris telah melakukan hal-hal tersebut diatas, maka 
itu menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak mengikat rekan notaris 
lainnya yang tidak melakukan perbuatan hukum tersebut
139
 
 
d. Kepengurusan Perserikatan Perdata Notaris 
Kepengurusan perserikatan dilakukan bersama-sama berdasarkan 
kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila tidak ada 
perjanjian yang mengatur tentang kepengurusan perserikatan notaris, maka 
kepengurusan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri. 
Lebih lanjut, Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 
13 mengatur tentang pengurusan perserikatan. 
Pengurusan perserikatan dilakukan bersama-sama sesuai dengan ketentuan 
berikut ini : 
1) Teman Serikat dianggap secara timbal balik telah memberi 
kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan. 
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2) Teman serikat berhak menolak tindakan pengurusan barang 
milik perserikatan sesuai dengan peruntukannya. 
3) Masing-masing Teman Serikat boleh menggunakan barang 
milik perserikatan sesuai dengan peruntukannya. 
4) Masing-masing Teman Serikat wajib menanggung biaya 
perserikatan secara berimbang dengan pemasukannya.
140
 
 
e. Berakhirnya Teman Serikat Dan Pembubaran Perserikatan Perdata 
Notaris 
Perserikatan dapat dibubarkan berdasarkan alasan-alasan tertentu 
seperti. Pertama, telah diatur dalam perjanjian atau dibubarkan atas 
kesepakatan bersama. 
Kedua, Perserikatan bubar dapat terjadi karena rekan serikat keluar atas 
permintaan sendiri, berhenti, atau diberhentikan dari jabatannya sebagai 
notaries, meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, atau dinyatakan 
pailit atau bangkrut. 
Jika terjadi salah satu dari keadaan diatas, Perserikatan dapat dilanjutkan 
oleh Teman Serikat yang masih ada dalam ikatan perjanjian, dengan 
catatan hal tersebut sudah ada dalam perjanjian terlebih dahulu. Jika tidak 
ada perjanjian yang mengatur, Teman Serikat dapat membuat akta 
perjanjian yang baru. 
Ketiga, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
juga dapat menjadi alasan dibubarkannya perserikatan notaris 
(Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Pasal 18). Apabila 
terjadi pembubaran serikat, maka kewajiban Teman Serikat yang masih 
ada adalah sebagai berikut : 
1) Membuat atau menyatakan pembubaran tersebut dengan akta 
notaris dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17. 
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2) Memberitahukan kepada menteri, Organisasi Notaris dan 
Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten atau kota, 
provinsi dan pusat dengan melampirkan akta pembubaran 
tersebut. 
3) Tidak menggunakan lagi papan nama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10. 
Pemberitahuan kepada menteri, Organisasi Notaris dan Majelis 
Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi dan pusat 
dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pembubaran 
Perserikatan. 
Pemberesan asset kekayaan perserikatan, dapat dilakukan oleh pihak 
ketiga atau kesepakatan para Teman Serikat, berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Permenkumham No. M.HH.01.AH.02.12 
Tahun 2010 Pasal 19 dan Pasal 10).
141
 
 
3. Persekutuan Perdata Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) 
Pada tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris (UUJN-P) kemudian ketentuan Pasal 20 UUJN dirubah 
dalam Pasal 20 UUJN-P yang berbunyi sebagai berikut : 
 Pasal 20 
(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk 
persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian 
dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. 
(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Dihapus. 
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Dalam UUJN-P, khususnya Pasal 20 tidak memberikan penjelasan 
apapun tentang Persekutuan Perdata Notaris tersebut. Untuk memahami 
Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu dilihat Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD).
142
 
Selain itu, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN yang dihapuskan pada 
Pasal 20 ayat (3) UUJN-P mengakibatkan Peraturan Menteri hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 
2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
Perserikatan Perdata disandingkan dengan ketentuan lain mengenai 
persekutuan perdata. Dengan demikian mengenai persekutuan perdata 
pada UUJN-P didasarkan pula pada ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pada Buku Ketiga Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. 
Demikian dinyatakan oleh Habib Adjie bahwasanya : Keberadaan 
Pasal 20 UUJN yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 
2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
Perserikatan Perdata, karena Pasal 20 ayat (3) menegaskan bahwa 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan Jabatan 
Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus dalam 
Peraturan Menteri. Ternyata kemudian ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut 
diubah dengan Pasal 20 UUJN-P, yang ketentuan ayat (3) dihapus, yang 
sebelumnya pengaturan pendirian Persekutuan Perdata Notaris dapat 
mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang 
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan 
Perdata, sehingga sejak berlakunya Pasal 20 UUJN-P pendirian 
Persekutuan Perdata Notaris secara kelembagaan tentang Persekutuan 
(secara umum) dapat mengacu kepada pengertian dan persekutuan atau 
Persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata 
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dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUHDagang, dan secara rinci 
substansi Persekutuan Perdata Notaris dapat diatur oleh Notaris sendiri.
143
 
 
a. Unsur Persekutuan Perdata 
Di dalam KUHPerdata dikenal adanya persekutuan sebagaimana diatur 
dalam Bab Kedelapan tentang Persekutuan mulai dari Pasal 1618 sampai 
dengan Pasal 1652. Istilah persekutuan dalam penyebutannya dikenal juga 
maatschap, persekutuan, persekutuan maupun perseroan.
144
 
Ketentuan Pasal 1618 KUHPerd merupakan terjemahan dari ketentuan 
Pasal 1832 Code Civil yang menyebutkan : 
“Perseroan adalah sesuatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam 
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang 
terjadi karenanya.”145 
Pengertian burgelijke maatschap atau persekutuan perdata  yang 
dirumuskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata itu oleh H.M.N.Purwosutjipto 
dijelaskan sebagai berikut : 
Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya 
terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan sekutu artinya : peserta 
pada suatu perusahaan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang 
yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu.
146
 
Istilah “perdata” menunjuk pada lapangan, alam mana persekutuan itu 
bergerak, yaitu di lapangan hukum perdata (umum).
147
 
 Pengertian maatschap atau persekutuan perdata menurut Irma 
Devita adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi 
yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama 
bersama.
148
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Menurut Chidir Ali berdasar Pasal 1618 KUHPerdata bahwa 
persekutuan perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau 
lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam 
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (kemanfaatan) 
yang diperoleh karenanya.
149
 
Jadi perseroan di sini berarti suatu perserikatan perdata yang mengandung 
unsur-unsur kehendak bersama, kerjasama, tujuan bersama, pembagian 
keuntungan.
150
 
Pada dasarnya pendirian suatu maatschap dapat dilakukan untuk 2 
tujuan, yaitu : 
1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial, 
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi. 
Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan 
yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co 
(compagnon).
151
 
Persekutuan perdata sebagaimana definisi tersebut, di dalamnya 
terkandung unsur-unsur, yaitu : 
1. Pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik. 
2. Adanya inbreng artinya masing-masing sekutu diwajibkan 
memasukkan uang, barang-barang, dan lainnya ataupun kerajinannya 
ke dalam perseroan itu. 
Wujud inbreng dapat berupa : 
(a) Uang; 
(b) Barang; 
(c) Tenaga. 
3. Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang 
terlibat. 
Selain unsur-unsur tersebut,terdapat unsur (essentialia) tambahan, yaitu :  
1) Aktivitas; 
                                                 
149
 Chidir Ali, op.cit., hlm. 133 
150
 Ibid., hlm. 135 
151
 Irma Devita, op.cit. 
 73 
2) Hak menentukan, dan 
3) Kedudukan yang sama.152 
Pondasi pembentukan persekutuan perdata adalah atas perjanjian, hal 
ini disampaikan oleh Herlien Budiono sebagai berikut : 
“Suatu perseroan pada dasarnya adalah suatu perjanjian. Oleh karena 
itu, segala unsur perjanjian dan syarat untuk sahnya perjanjian harus 
dipenuhi (Pasal 1320 KUHPerd). Demikian pula pihak-pihak harus 
melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (2) 
KUHPerd) selain untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan 
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 
KUHPerd). Dapat dikatakan bahwa perseroan walaupun didasarkan pada 
perjanjian, tidak dapatlah kita menyamakannya dengan suatu perjanjian 
timbal balik yang murni. Sejauh ini para pesero mengikatkan diri di dalam 
suatu perjanjian untuk terjadinya suatu perikatan, dan sebenarnya tujuan 
utama adalah terjadinya hubungan kerja sama untuk mendapatkan 
keuntungan bagi mereka bersama.”153 
Sama halnya Herlien Budiono mengenai perjanjian persekutuan, Habib 
Adjie pendapatnya dalam hal pembentukan persekutuan didasarkan atas 
perjanjian, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai 
pembentukan persekutuan, yang berarti sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi Pasal 1320 KUH 
Perdata.
154
 
Dengan demikian perjanjian persekutuan perdata yang dibuat oleh para 
peserta apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian 
pembentukan persekutuan tersebut akan mengikat para pihak sebagaimana 
mengikatnya undang-undang hal sesuai dengan ketentuan yang terdapat di 
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menetapkan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan 
berlaku bagi mereka yang membuatnya. 
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UUJN-P tidak menetapkan bentuk persekutuan perdata sehingga 
perjanjian pendirian persekutuan perdata diserahkan sepenuhnya kepada 
para peserta persekutuan perdata dengan persetujuan kehendak atau 
kesepakatan (consensus). Perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dengan 
akta otentik. 
Syarat pendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata) menurut Irma 
Devita yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan 
perjanjian dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 
Karena pada dasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah bentuk 
kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan 
mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.
155
 
Disampaikan pula oleh Mulyoto yaitu bahwa maatschap dapat 
didirikan melalui perjanjian sederhana, dan tanpa pengajuan formal, atau 
tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan 
dengan lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bila ingin 
dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik.
156
 
Setiono memberikan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 B.W. 
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
157
 
Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensuil yaitu 
perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak 
atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan.  
Jadi pada maatschap, jika sudah ada kata sepakat para pihak (sekutu) 
untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap itu 
dianggap sudah ada.
158
 
Memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, 
untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena 
mengenai orang-orangnya atau subjek mengadakan perjanjian. Sedang dua 
syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai 
perjanjian sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan 
itu.
159
 
Bentuk maatschap di dalam KUHPerd merupakan suatu bentuk 
dimana para pesero melakukan kerja sama. Bukan ikatan yang kolektif, 
melainkan kerja sama dari para individu merupakan ciri dari perseroan ini. 
Hal ini tidak berarti bahwa hubungan hukum tersebut hanya berarti bagi 
pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi hubungan hukum dengan pihak 
ketiga juga memperhatikan diakui adanya asosiasi di antara para pesero 
apalagi jika perseroan tersebut menggunakan satu nama.
160
 
Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 KUH Perdata 
adalah batal, namun berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata bahwa barang-
barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek 
persetujuan, kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Pada 
perjanjian pembentukan persekutuan ini, yang dijadikan obyek adalah 
memasukkan barang atau inbreng.
161
 Inbreng (inbrengs, collatie) atau 
pemasukan adalah pemasukan modal oleh para peserta (sekutu) ke dalam 
persekutuan perdata. Tidak ada ketentuan besaran modal atau kekayaan 
bersama yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan.  
Kemudian Habib Adjie memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam 
perjanjian pembentukan persekutuan tersebut, harus ada obyek yang 
diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang 
diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan 
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dalam perjanjian pembentukan persekutuan menurut Pasal 1333 KUH 
Perdata, setidak-tidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, 
sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan di kemudian hari 
dapat ditentukan atau diperhitungkan.  
Adapun menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru 
akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut 
Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang belum ada, yang dijadikan 
obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (absolute) dan 
dapat dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada dalam pengertian mutlak, 
misalnya perjanjian jual beli padi di mana tanamannya baru sedang 
berbunga. Adapun belum ada dalam pengertian relatif, misalnya perjanjian 
jual beli beras. Beras yang diperjualbelikan sudah berwujud beras, pada 
saat perjanjian diadakan masih milik orang lain, tetapi akan menjadi milik 
penjual.
162
 
Masing-masing pesero wajib memasukkan uang, barang, atau 
kerajinannya ke dalam perseroan (Pasal 1619 ayat (2) KUHPerd), tetapi 
dapat pula dimasukkan goodwill dan know-how. Oleh karena itu, 
“pemasukan ke dalam perseroan” tidak boleh diartikan hanya kebendaan, 
tetapi juga secara primer lebih dalam arti dapat bermanfaat guna 
tercapainya untung dalam arti nilai ekonomis bagi para pesero.
163
 
Oleh Irma Devita juga diberikan penjelasan bahwa dalam pendirian 
suatu maatschap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi 
kepentingan maatschap tersebut. “Kontribusi” ini dalam istilah hukumnya 
disebut “inbreng”(pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat 
berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan 
know how. Good will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti : pangsa 
pasar yang luas, jaringan relasi, ataupun merek (brand image). Sedangkan 
Know how bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti dalam 
Maatschap Kantor Hukum bisa berupa keahlian di bidang penanganan 
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kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja yang penting 
oleh para pesero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai 
ekonomi.
164
 
Persekutuan didirikan untuk membagi keuntungan dari yang telah 
dimasukkan dalam persekutuan. Salah satu segi penting dari inbreng 
adalah apa yang disinggung oleh Pasal 1633 KUH Perdata. Keuntungan, 
pada asasnya dalam membagi untung atau rugi di antara sekutu didasarkan 
atas keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu, bahkan dapat 
diperjanjikan manakala terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut 
akan dibagikan di antara mereka sebanding dengan inbrengnya masing-
masing, namun dalam hal timbul kerugian maka kerugian itu semata-mata 
akan ditanggung oleh salah satu di antara mereka, yang dilarang adalah 
yang ditentukan dalam Pasal 1635 KUH Perdata, yaitu jika ada seorang 
sekutu yang hanya akan memikul seluruh kerugian yang timbul, tanpa si 
sekutu yang bersangkutan kemungkinan menikmati keuntungan. Hal ini 
berarti bahwa keuntungan perusahaan dibagi sebanding dengan 
inbrengnya masing-masing, mengenai kerugian bias ditanggung oleh 
sekutu lainnya, hanya saja dilarang jika kerugian dibebankan satu orang 
sekutu. Perihal keuntungan dalam persekutuan, Herlien Budiono 
mengemukakan bahwa hakikat usaha agar tujuan perseroan tercapai 
dengan memakai modal perseroan yang berupa inbreng dari para pesero 
haruslah “kekayaan” tersebut bermanfaat bagi perseroan.165 
Herlien Budiono memberikan pendapatnya mengenai inbreng 
bahwasanya pemasukan bukan merupakan tujuan akhir dari para pesero 
untuk mendirikan suatu perseroan, melainkan justru pemasukan hanya 
semata-mata merupakan alat untuk tercapainya keuntungan yang dapat 
berupa rendemen atau penghematan biaya. Kekayaan perseroan adalah 
bagian yang penting, merupakan pemilikan bersama yang terikat dari para 
pesero sehingga masing-masing pesero berhak atas bagian tak terbagi dari 
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kekayaan perseroan tersebut, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. 
Dengan berakhirnya perseroan, maka inbreng  sebagai alat untuk 
mencapai tujuan dari perseroan menjadi tidak berfungsi lagi. Oleh karena 
itu, para pesero berhak untuk mendapatkan kembali benda yang telah 
dimasukkannya atau senilai daripadanya. Mengenai hal tersebut, para 
pesero bebas untuk mengaturnya.
166
   
Pasal 1636 KUH Perdata berisi mengenai penentuan wewenang 
pengurusan persekutuan diatur sendiri oleh para peserta, hal ini dituangkan 
ke dalam perjanjian khusus yang menunjuk penugasan salah satu peserta 
yang diberi tugas untuk menjadi pengurus persekutuan (gerant 
mandataire) yang dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kurun waktu 
pelaksanaan kuasa kepengurusan persekutuan, wewenang itu tidak dapat 
dicabut jika tanpa alasan yang jelas terkecuali ada perjanjian yang 
menetapkan penghentian pemberian kuasa atas penugasan kepengurusan 
persekutuan. 
Lebih lanjut Pasal 1637 KUH Perdata mensyaratkan mengenai 
kepengurusan persekutuan hanya dapat dilakukan bersama-sama, hal ini 
berarti bahwasanya seorang peserta tidak dapat melakukan sesuatu 
tindakan atas nama persekutuan tanpa teman pengurus yang berada dalam 
persekutuan. 
Apabila telah diperjanjikan sebagaimana ketentuan Pasal 1637 KUH 
Perdata, Pasal 1638 KUH Perdata menggaris bawahi bahwa hal ini mutlak 
untuk dipatuhi bagi pengurus persekutuan tidak dapat melakukan tidakan 
apapun atas nama persekutuan meskipun salah satu pengurus persekutuan 
sedang dalam keadaan tidak mampu ikut melaksanakan tugas 
kepengurusan kecuali dibentuk perjanjian baru mengatur lebih lanjut untuk 
keadaan terkini tersebut. 
Di dalam pengurusan persekutuan, selama tidak dijanjikan lain 
mengenai cara-cara pengurusannya, maka harus diindahkan aturan-aturan 
mengenai hal para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain 
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untuk mengurus perseroan itu; apa yang dibuat oleh masing-masing 
peserta sekalipun tanpa izin peserta lain, mengikat mereka, tanpa 
mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan 
perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum di tutup; setiap peserta 
boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk 
keperluan biasa dan tidak dengan cara sedemikian rupa, sehingga para 
peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan 
haknya; setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut 
memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan; barang-barang 
kekayaan perseroan; tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun 
boleh mengadakan pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak 
kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu 
bermanfaat bagi perseroan sebagaimana Pasal 1639 KUH Perdata.
167
 
 
b. Persekutuan Perdata Notaris Berupa Kantor Bersama 
Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur dan ketentuan mengenai 
persekutuan perdata yang penjelasannya merujuk kepada KUH Perdata, 
dapat ditemukan kenyataan bahwa persekutuan perdata menurut KUH 
Perdata tidak selaras sepenuhnya dengan karakteristik persekutuan perdata 
pada Pasal 20 UUJN-P. 
Sebagaimana disampaikan oleh Notaris M. Irnawan Darori bahwa : 
Persekutuan Perdata Notaris hanya berupa Kantor Bersama, persekutuan 
perdata pada kantornya saja, masing-masing Notaris mempunyai pangsa 
pasar sendiri-sendiri.
168
 
Demikian pula disampaikan oleh Notaris Noor Saptanti : Persekutuan 
Perdata Notaris adalah perjanjian kerja sama para Notaris dalam 
menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan 
semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam 
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satu kantor bersama Notaris, maka masing-masing Notaris menjalankan 
jabatannya sendiri-sendiri.
169
 
Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan 
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan 
dalam menjalankan jabatannya didirikan berdasarkan perjanjian yang 
berisi kesepakatan antara para peserta persekutuan akan tetapi perjanjian 
tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Bentuk persekutuan perdata secara umum 
mengacu sebagaimana yang ditetapkan di dalam KUH Perdata dan 
KUHD. Persekutuan Perdata Notaris tidak menjalankan perusahaan 
sebagaimana maatschap atau vennootschap didefinisikan sebagai 
perseroan atau persekutuan sebagaimana diatur secara umum dalam KUH 
Perdata dan di dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
yang mengatur secara khusus persekutuan, firma maupun CV. 
Dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, 
maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat 
diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 KUHD. Dalam praktik di Indonesia 
untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta 
pendirian/berdasarkan Akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri.
170
 
Jika melihat uraian dan pembahasan mengenai persekutuan perdata 
menurut ketentuan KUH Perdata, bentuk Persekutuan Perdata Notaris 
memiliki karakteristik khusus dengan Kantor Bersama Notaris dalam hal 
pembentukannya, perjanjian yang mengikat para sekutu, pendirian kantor 
bersama, penunjukan pengurus persekutuan. Persekutuan perdata dimana 
Notaris bersekutu menjalankan jabatannya, tidak menjalankan perusahaan, 
karena dalam hal ini persekutuan perdata tersebut hanya berupa kantor 
bersama. 
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Habib Adjie menyampaikan mengenai Persekutuan perdata Notaris 
yang diatur UUJN-P adalah Persekutuan perdata yang bertujuan tidak 
menjalankan perusahaan dalam arti komersil, para Notaris yang tergabung 
dalam Persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan 
profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan 
bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. 
Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idiil yang secara 
teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi 
yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pula pada 
kedudukannya sebagai pejabat umum.
171
 
Persekutuan perdata Notaris yang diatur UUJN-P adalah Persekutuan 
perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam arti komersil, 
para Notaris yang tergabung dalam Persekutuan perdata sebagai pejabat 
umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab 
pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam 
menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan 
alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang 
memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan 
didasarkan pula pada kedudukannya sebagai pejabat umum. 
 Persekutuan perdata di kalangan Notaris tidak dapat dikatakan 
menjalankan perusahaan, sebab pada kenyataannya para Notaris tidak 
melakukan Persekutuan untuk menjalankan perusahaan melainkan 
Persekutuan perdata dalam arti kantor bersama.
172
  
Jadi persekutuan perdata Notaris merupakan persekutuan di antara 
Notaris, merupakan persekutuan dalam arti yang sempit, adanya 
kebersamaan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan kantor, 
Persekutuan di antara para Notaris bukanlah yang melibatkan para Notaris 
atau Persekutuannya dalam suatu kebersamaan tanggung jawab, kesalahan 
baik dalam bentuk kelalaian ataupun kealpaan yang dilakukan oleh 
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seorang Notaris dalam Persekutuan perdata akan ditanggung oleh pribadi 
Notaris itu sendiri tanpa melibatkan teman Sekutu yang lainnya. Pada sisi 
yang lain Notaris yang bergabung dalam Persekutuan Perdata harus 
mempunyai Protokol sendiri, buku-buku surat tersendiri dan saksi-saksi 
akta masing-masing, karena manjaga kerahasiaan akta tidak hanya 
tanggung jawab Notaris saja, para saksi akta pun wajib menjaga 
kerahasiaan akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan pembuatan 
akta tersebut.
173
 
Meskipun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan 
Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata sudah 
tidak berlaku, karena Pasal 20 ayat (3) UUJN yang memerintahkannya 
telah dicabut, tapi ketentuan-ketentuan di dalamnya yang dapat dijadikan 
patokan secara umum jika Notaris ingin membuat Perserikatan Perdata 
Notaris, antara lain : 
(1) Persekutuan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan 
perjanjian yang dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. 
Akta Notaris tersebut memuat sekurang-kurangnya : 
1. Nama, alamat, dan tempat kedudukan Persekutuan; 
2. Nama dan identifikasi Teman Sekutu; 
3. Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat 
keputusan pindah Teman Sekutu; 
4. Jangka waktu Persekutuan; 
5. Bentuk pemasukan Teman Sekutu; 
6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Sekutu termasuk 
tanggung jawab terhadap pihak ketiga. 
7. Nama Persekutuan harus didahului dengan frasa “Persekutuan 
Perdata Notaris”. 
(2) Persyaratan pendirian Persekutuan Perdata oleh Notaris, yaitu masing-
masing : 
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1. telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan 
jabatannya; 
2. mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang 
sama; 
3. tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian 
sebagai Notaris; 
4. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara; 
mempunyai kondite baik; dan 
5. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak 
mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman 
Sekutu lainnya. 
Dalam hal terdapat Teman Sekutu dalam Persekutuan yang 
mempunyai hubungan perkawinan atau semenda; dan/atau darah garis 
lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat 
kedua harus ada Teman Sekutu lainnya yang tidak mempunyai 
hubungan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman 
Sekutu yang bersangkutan.
174
 
Tanggung jawab Persekutuan atau Perserikatan Perdata Notaris atas 
akta yang dibuatnya tidak dibebankan kepada anggota Persekutuan, 
melainkan menjadi tanggung jawab sendiri Notaris yang membuat akta 
tersebut. Semua pekerjaan Notaris adalah pribadi yang melekat pada 
Jabatan Notaris yang bersangkutan. Persekutuan Perdata Notaris 
merupakan suatu bentuk Persekutuan perdata khusus, karena meskipun 
pada Persekutuan Perdata Notaris dikenal adanya inbreng, yaitu sesuatu 
hal yang dimasukkan dalam Persekutuan perdata, tidak dimaksudkan 
untuk mendapatkan keuntungan dalam arti pertambahan nilai, melainkan 
inbreng tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan manfaat bersama 
para Sekutu dalam operasional kantor bersama Persekutuan tersebut. 
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Dengan demikian, Perserikatan Perdata Notaris atau Persekutuan Perdata 
Notaris hanya merupakan Kantor Bersama Notaris saja.
175
 
 
B. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum 
Di dalam penelitian, merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan 
dan memecahkan permasalahan pada suatu fakta yang nantinya 
diharapkan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Kegiatan ilmiah yang 
dilakukan adalah mengadakan pengamatan secara metodologis dan 
sistematis disertai usaha untuk mengumpulkan, menjelaskan dan 
menemukan jawaban atas fakta. 
Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali
176
 
menyatakan bahwa bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, 
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 
dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan 
yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 
timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
Sistematis yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto berarti dilakukan 
berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis 
berarti menggunakan cara-cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya 
hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Selain itu, cara 
mencari kebenaran dengan cara penelitian ini menghasilkan temuan 
produk maupun proses yang bias dikaji secara ilmiah. Ukuran keilmiahan 
dari suatu hasil penelitian yaitu : 
a. Merupakan pengetahuan (knowledge) 
b. Tersusun secara sistematis 
c. Menggunakan logika 
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d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang 
lain.
177
 
Pada ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, maka kelangsungan 
perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada unsur-unsur, 
sebagai berikut : 
1. teori, 
2. metodologi, 
3. aktivitas penelitian, 
4. imajinasi sosial. 
Dengan teori diartikan sebagai suatu sistim yang berisikan proposisi-
proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, 
maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala 
sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya 
pemecahan yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin memberikan 
pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan memberikan 
taraf pemahaman tertentu. Metodologi pada hakekatnya memberikan 
pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa 
dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
178
 
Penelitian ini akan mengetahui lebih mendalam mengenai hukum 
sebagai suatu sistem aturan, adalah mengenai tingkah laku manusia atau 
mengenai hubungan-hubungan diantara para anggota masyarakat yang 
satu dengan yang lain. Melalui aturan tersebut, hukum menetapkan 
patokan-patokan, baik yang berupa larangan maupun hal-hal yang dapat 
dilakukan, dengan tujuan agar tercapai suatu tertib hubungan dalam 
masyarakat.  
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Pendapat Gorys Keraf tentang definisi teori adalah : 
“Teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan 
sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-
fenomena yang ada”.179 
Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (law 
enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan 
hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat 
menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat 
menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau 
kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan 
menggunakan hukum.
180
 
Hukum sendiri pada umumnya diartikan sebagai kaidah atau norma 
yang mempunyai upaya pemaksa (sanksi).
181
 
Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga 
penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti 
perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan 
dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-
prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-
asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab 
(seperti the Basic Principles of Independence of Judiciary), agar penegak 
hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat 
pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono 
Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 
faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor 
penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 
hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum 
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tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni 
sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 
dalam pergaulan hidup
182
 
Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono 
Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang 
menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap 
mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat 
hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 
diabaikan
183
. 
Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat 
tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam 
masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama.  
Faktor-faktor tersebut dapat: 
a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan 
perundang-undangannya). 
b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah). 
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (law 
enforcement tools). 
d. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan 
ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). 
e. Kebudayaan (sistem) hukum yang mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku. 
 Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-
undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (law 
enforcement). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-
undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan conditio 
sine quanon di dalamnya keadilan (justice). Sebab, bagaimana pun juga 
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hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 
keadilan.  
Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparatur penegak 
hukum itu sendiri yang lazim juga disebut law enforcer (enforcement 
agencies). Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian 
serius dari aparatur penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif 
dalam penegakan hukum (law enforcement). Hukum seringkali hanya 
efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas 
menengah
184
.  
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap suatu produk 
hukum, sangat tepat apa yang dikemukakan Ivor Jennings bahwa 
“Memang penting otoritas hukum itu, tetapi perlu juga didukung oleh 
kepatuhan terhadap hukum baik oleh pembuat hukum itu sendiri maupun 
masyarakat.”185 
Dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat seperti yang 
dikemukakan sebelumnya, maka harus ada dukungan oleh lebih dari satu 
macam tatanan. Keadaan yang demikian tersebut memberikan 
pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam 
masyarakat. Dalam melihat efektivitas itu tentunya seringkali hanya 
melihat pada ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-
hubungan antar orang-orang berdasarkan atas hukum atau tatanan hukum. 
Tetapi, dari uraian di muka dapat diketahui, bahwa masyarakat sendiri 
merupakan suatu rimba tatanan karena di dalamnya tidak hanya terdapat 
satu tatanan. 
Menurut Paul dan Diaz  mengajukan 5 (lima) syarat untuk 
mengefektifkan sistem hukum, yaitu
186
 : 
a) mudah tidaknya makna aturan-aturan Hukum untuk ditangkap dan 
dipahami 
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b) luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan Hukum yang bersangkutan 
c) efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan Hukum 
d) adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau dan 
dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup 
efektif dalam menyelesaikan sengketa  
e) adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata Hukum memang 
sesungguhnya berdaya kemampuan efektif. 
Berbicara masalah hukum pada dasarnya adalah membicarakan fungsi 
hukum dalam masyarakat karena hukum memegang peranan penting 
sebagai kerangka kehidupan sosial dan karenanya menurut Sinzheimer
187
  
hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal 
abstrak, melainkan ia senantiasa berada dalam suatu tatanan sosial tertentu 
dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya sebagaimana 
mengatur dalam masyarakat timbul efek yang dikehendaki oleh hukum. 
Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat 
penting. Oleh karena itu menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam 
berfikirnya, yaitu meninjau hubungan hubungan dengan faktor-faktor serta 
kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. 
Hukum sebagai proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan 
penetapan peraturan-peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai 
proses perwujudan tujuan sosial dalam hukum. Dengan demikian telah 
berlangsung perjalanan menetapkan peraturan itu adalah adanya suatu 
proses penetrasi dari sektor-sektor kehidupan masyarakat. Mengenai hal 
ini Bredermeier berpendapat bekerjanya 4 proses fungsional utama, 
yaitu
188
: 
a) Adaptasi 
b) Perwujudan Tujuan 
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c) Mempertahankan pola dan 
d) Integrasi  
Keempat proses itu saling terkait dan saling memberi input. Setiap sub 
proses memperoleh input dari ketiga lainnya dan out put dari salah satu 
sub proses itu juga menjadi input bagi sub proses lain. 
Menurut Radbruch Hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas 
atau nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik, yaitu
189
 : 
a) Keadilan 
b) Kemanfaatan / kegunaan 
c) Kepastian Hukum 
Disamping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-
undang, yaitu berlaku secara : 
a) Filosofis 
b) Sosiologis 
c) Yuridis 
Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam di dukung 
oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu 
memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan 
dalam masyarakat. Kita melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, 
sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-
hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum dan tatanan 
hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba 
tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan. 
Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga 
masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga 
melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, 
merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. 
Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil, yaitu melalui 
suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada 
juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan 
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salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubahan 
dan pengatur perilaku. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan difusi, 
yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut antara lain dapat 
dipengaruhi oleh
190
: 
a) Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal 
ini hukum), mempunyai kegunaan. 
b) Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang 
mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif. 
c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan 
ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengaan fungsi unsur 
lama. 
d) Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, 
mempengaruhi efektivitas hukum di dalam merubah serta mengatur 
perilaku warga masyarakat. 
 
2. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris telah dilakukan oleh penelitian terdahulu 
yang antara lain : 
1. Hery Kurniawan Zaenal, Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Tugas Notaris Sebagai 
Pejabat Umum, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 
Semarang, 2005. 
Perjanjian yang dijabarkan pada penelitian tesis ini mengenai asas-asas 
dalam perjanjian secara umum dan syarat sahnya perjanjian. Dalam hal 
pembahasan Persekutuan Perdata Notaris diuraikannya pengertian 
Persekutuan Perdata dan perbedaan dengan firma. Hubungan para 
sekutu di dalam Persekutuan Perdata beserta hubungan para sekutu 
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dengan pihak ketiga di luar Persekutuan Perdata. Dari hasil penelitian, 
pembahasannya mengenai sistematika pengaturan Perserikatan Perdata 
menurut hukum perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab menjaga 
kerahasiaan akta-akta yang dibuatnya. Idealnya perserikatan dalam 
profesi notaris hanya menyangkut perserikatan dalam arti sempit yaitu 
penggunaan gedung dan fasilitas saja, mengenai pembuatan akta dan 
pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang dibuat merupakan 
tanggung jawab oleh masing-masing anggota perserikatan. 
Hambatan pelaksanaan perserikatan perdata bersifat administratif 
seperti pembuatan perjanjian dan penamaan perserikatan, juga 
hubungan sekutu dalam perserikatan karena kesamaan profesi. 
2. Yudo Diharjo Lantanea, Notaris Dan Notary Public, Tesis Magister 
Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010. 
Perbandingan Notaris di Indonesia dengan Notaris dari wilayah Eropa, 
Amerika, Afrika, Asia. Wewenang Notaris di Indonesia membuat akta 
otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat 
akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang. 
Tindakan-tindakan dan wewenang Notaris terhadap permintaan klien 
asing dan dokumen yang diberlakukan di luar negeri, disertai contoh-
contoh akta-akta Notaris dan dokumen-dokumen beserta 
penjelasannya. 
 
Perbedaan dengan penelitian yang relevan sebelumnya yaitu penelitian 
pada penulisan ini mendasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). 
Penelitian yang relevan sebelumnya menjabarkan mengenai 
Perserikatan Perdata dalam profesi Notaris hanya mengenai perserikatan 
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dalam arti sempit  dan idealnya profesi Notaris  dilaksanakan secara 
pribadi dan dipangku secara jabatan oleh seorang Notaris. Hambatan-
hambatan pembentukan Perserikatan Perdata pada profesi Notaris adalah 
pada pendiriannya, mengenai penentuan nama Perserikatan Perdata dan 
hubungan para sekutu yang tergabung di dalam Perserikatan Perdata. 
Perbedaan dengan penelitian yang relevan berikutnya adalah mengenai 
wewenang Notaris. 
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3. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1 
Kerangka Berpikir 
 
a. Kerangka berpikir pada penelitian ini memberikan alur dan gambaran 
mengenai telaah pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu 
proses perubahan Perserikatan Perdata Notaris di dalam UUJN menjadi 
Persekutuan Perdata Notaris di dalam UUJN-P . 
Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris 
Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris 
 
Teori Efektivitas 
Faktor Substansi 
Faktor Struktur 
Faktor Budaya 
Tidak Efektif 
Di  Wilayah Solo Raya 
KUH Perdata 
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b. Persekutuan Perdata pada ketentuan Pasal 20 UUJN-P mengacu pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan karena dihapusnya ayat (3) pada 
Pasal 20 UUJN-P yang sebelumnya pengaturan pendirian Persekutuan Perdata 
Notaris dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, 
sehingga sejak berlakunya Pasal 20 UUJN-P pendirian Persekutuan Perdata 
Notaris secara kelembagaan tentang Persekutuan (secara umum) dapat 
mengacu kepada pengertian dan persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan 
Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUH Dagang, 
dan secara rinci substansi Persekutuan Perdata Notaris dapat diatur oleh 
Notaris sendiri 
c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 20 UUJN dan  
UUJN-P dinilai dalam hal efektivitasnya. 
d. Faktor substansi yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan 
dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, 
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, 
hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan 
rumusan dan keterbukaan. 
e. Faktor struktur memberikan garis bawah bahwasanya Notaris yang tergabung 
dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya disyaratkan  dapat 
mempertahankan prinsip kemandiriannya. 
f. Faktor budaya mengenai kesadaran hukum menciptakan budaya hukum yang 
baik. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Jenis Penelitian 
Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia 
yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa 
dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang 
terkait dengan lembaga hukum tersebut. Ahli hukum sebaiknya juga 
memahami kondisi atau situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu 
diterapkan. 
Hukum mempunyai banyak aspek yang meliputi banyak hal sehingga 
pengertian hukum juga bermacam-macam. Tidak ada kesatuan pendapat 
para ahli tentang pengertian hukum. Untuk mengetahui arah hukum yang 
terdapat didalam penelitian ini maka metode yang digunakan tergantung 
pada konsep apa yang dimaksud mengenai hukum.  Menurut pendapat 
Soetandyo Wignyosoebroto sebagaimana disampaikan oleh Setiono, ada 5 
(lima) konsep hukum, yaitu
191
: 
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal; 
b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional; 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan 
tersistematisasi sebagai judge made law; 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variabel sosial yang empirik; 
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Berdasarkan pada konsep hukum di atas, jenis penelitian ini adalah 
berdasarkan pada konsep hukum ke 5 (lima).  
                                                 
191
Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta, Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005,  hlm. 20-21 
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Konsep Hukum ke 5 (lima) yaitu Hukum adalah manifestasi makna-
makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar 
mereka. Jenis penelitian hukum ini adalah sosiologis atau nondoktrinal 
dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui 
Analisa Persekutuan Perdata Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris. 
Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan 
dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan 
penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data 
primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat 
sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan 
data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui 
pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. 
Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian 
terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang telah berlaku ataupun 
penelitian terhadap identifikasi hukum
192
.  
Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai socio-legal 
research merupakan bagian dari penelitian hukum, meski ada juga yang 
mengatakan bahwa penelitian sosial tentang hukum bukan merupakan 
penelitian hukum. Hal itu disebabkan karena baik penelitian yang bersifat 
sosio-legal maupun penelitian hukum mempunyai obyek yang sama, yaitu 
hukum. Bedanya, penelitian yang bersifat sosio-legal hanya menempatkan 
hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari 
segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio-legal hukum 
selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian 
merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau 
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, 
tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam 
penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan 
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terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam 
penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum 
terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial 
tertentu terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh 
masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Dalam penelitian semacam 
itu, hukum ditempatkan sebagai variable terikat dan faktor-faktor non-
hukum yang memengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.
193
 
Penelitian yuridis sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti 
efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam 
buku-buku sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektivitas 
hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem 
norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk 
pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-
faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.
194
 
Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara 
deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam 
penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti 
halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu 
salah satu benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta 
secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan 
fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu 
atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik 
fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang 
mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai 
pembuktian kebenaran.
195
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Hasil dari penelitian yuridis empiris dalam ilmu hukum adalah 
memberikan sumbangsih yang besar sekali, namun setidaknya bisa 
disampaikan beberapa hal berikut ini : 
a. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi para pembuat 
kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah 
ketentuan peraturan perundangan dibuat agar sesuai dan melindungi 
kepentingan masyarakat. 
b. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara 
sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakan supaya bisa 
dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem 
hukum. 
c. Mengetahui pengaruh diterapkannya sebuah ketentuan terhadap perilaku 
masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai 
yang dikehendaki dalam proses pembangunan.
196
 
 
B. Bentuk Penelitian 
Pada kegiatan penelitian diketahui bentuk penelitian diagnostik, 
penelitian preskriptif dan penelitian evaluatif. Yang mana bentuk 
penelitian tersebut oleh Soerjono Soekanto diberikan pengertian masing-
masing sebagai berikut :  
Penelitian diagnostik merupakan suatu penyelidikan yang 
dimaksudkan, untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab 
terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Apabila suatu penelitian 
ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus 
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian 
tersebut dinamakan penelitian preskriptif. Suatu penelitian evaluatif pada 
umumnya dilakukan, apabila seseorang ingin menilai program-program 
yang dijalankan.
197
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Penelitian yang bersifat sosio-legal memandang hukum dari luar 
sebagai gejala sosial semata dan mengaitkannya dengan masalah-masalah 
sosial, di dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum 
secara intrinsik, yaitu hukum sebagai system nilai dan hukum sebagai 
norma sosial.
198
  
Menurut Soetandyo Wignyosoebroto bahwa perbedaan antara studi 
hukum yang doktrinal dengan yang non-doktrinal membawa konsekwensi 
pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun 
dasar-dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-
langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe 
penelitian hukum tersebut, kenyataannya berbeda. Yang satu menekankan 
pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif- pada 
langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-
dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah 
teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian 
hukum tersebut, kenyataannya berbeda. Yang satu menekankan pada 
langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, 
sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi 
dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif.
199
 
Ronny Hanitijo Soemitro juga menyampaikan sebagai berikut dapatlah 
ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian 
hukum non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya 
ilmu sosiologi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut sebagai 
penelitian hukum sosiologis atau socio-legal research.
200
 
Penelitian tentang Efektivitas Pasal 20 UUJN-P dan Persekutuan 
Perdata Notaris di dalam UUJN-P ini, bentuk penelitiannya adalah 
penelitian nondoktrinal.
201
 Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan 
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keterangan mengenai Efektivitas Pasal 20 UUJN-P dan Persekutuan 
Perdata Notaris di dalam UUJN-P. 
Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis 
empiris/sosiologis ini diuraikan tentang instrumen-instrumen yang 
dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan.  
 
C. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi 
penelitian hukum empiris. 
Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan 
dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih 
bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu 
mempertimbangkan ketersediaan data lokasi yang bersangkutan.
202
 
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Solo Raya. Wilayah Solo 
Raya merupakan wilayah yang strategis karena berada di tengah antara 
kota besar lainnya.  
Solo Raya adalah wilayah geografis di Jawa Tengah, Indonesia yang 
meliputi Kota Surakarta sebagai pusatnya dan dikelilingi dengan wilayah-
wilayah satelit. Wilayah ini dapat merujuk pada eks-Karesidenan 
Surakarta atau bahkan eks-Daerah Istimewa Surakarta, yang sering 
disingkat dengan nama Subosukawonosraten, yang terdiri dari enam 
kabupaten, tiga di antaranya berbatasan langsung dengan Solo (Boyolali, 
Sukoharjo, Karanganyar), dan tiga yang lain tidak berbatasan langsung 
(Wonogiri, Sragen, Klaten).203  
Solo Raya sebenarnya mengacu pada suatu wilayah yang dahulu 
dikenal dengan istilah Karesidenan Surakarta (Eks karesidenan Surakarta). 
Karesidenan adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang residen 
pada masa penjajahan dulu. Dahulu ada Karesidenan Surakarta yang 
wilayahnya meliputi kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 
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Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah Karesidenan ini serupa dengan 
wilayah Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Keseluruhan wilayah ini 
menempati area seluas 5.722,38 km2 dengan jumlah penduduk 6.123.378 
jiwa, maka dapat dihitung rata-rata jumlah penduduk 1.064,86 jiwa/km
2 .204
 
Wilayah Solo Raya saat ini sedang giat meningkatkan roda 
perekonomian masyarakat melalalui pengembangan bisnis di berbagai 
bidang. Hal ini dapat diindikasikan banyaknya Notaris yang membuka 
kantor Notaris di wilayah Solo Raya. Hal ini menunjukkan bahwa 
eksistensi Notaris di wilayah Solo Raya untuk mendukung pelaksanaan 
jalannya bisnis. Dan hingga saat ini tidak ada satu pun Kantor Notaris 
yang berdiri di wilayah Solo Raya. Berdasarkan paparan tersebut diatas, 
maka penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di wilayah Solo 
Raya.  
Lokasi penelitian di wilayah Solo Raya, yang meliputi : 
1. Kotamadya Surakarta; 
2. Kabupaten Karangannyar; 
3. Kabupaten Boyolali; 
4. Kabupaten Klaten; 
5. Kabupaten Wonogiri; 
6. Kabupaten Sukoharjo; dan 
7. Kabupaten Sragen. 
 
D. Jenis Pendekatan 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan komparatif 
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(comparative approach), pendekatan historis (historical approach), 
pendekatan konseptual (conceptual approach).
205
  
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah UUJN-P dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata.  
Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan mencari 
jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-faktor 
nonhukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu 
dalam penegakan hukum. 
Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang 
diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogianya.
206
 
Untuk dapat menjawab isu itu tidak diperlukan data. Yang diperlukan 
adalah pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang yang 
ditelaah tersebut.
207
 
Teknik pengamatan pada penelitian ini secara induktif yaitu 
melakukan pengamatan untuk kemudian menarik kesimpulan. 
Logika induktif sering dianggap kebalikan dari cara berpikir deduktif 
walaupun tidak serta merta demikian, cara berpikir induktif berangkat dari 
hal-hal khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum. 
Logika induktif yang sering kali disebut dengan cara berpikir sintetik 
mempunyai pengertian, yaitu cara berpikir yang bertolak dari 
pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta 
yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang 
bersifat umum.
208
 
Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, 
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yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Ciri dari penelitian 
dengan pendekatan kualitatif adalah sumber daya manusia yang akan 
menjadi informan dalam pengumpulan data. Hal ini dapat dilakukan 
dengan pengamatan secara berperanserta langsung, wawancara mendalam 
dan pengumpulan dokumen pendukung. Seorang peneliti yang 
mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, 
mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran 
tersebut.
209
 
Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subjek penelitiannya 
secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara yang tidak memaksa. Jika 
peneliti memperlakukan subjek sebagai subjek penelitian, dan mungkin 
tidak bertindak dan bereaksi secara alamiah dalam latar alamiah. Justru 
penelitian kualitatif tertarik untuk menyidik orang-orang dalam latar 
alamiah tentang bagimana mereka berpikir dan bertindak menurut cara 
mereka. Dalam hal ini diusahakan agar jangan sampai terjadi oleh 
kehadiran seorang peneliti, tindakan dan cara para subjek menjadi 
berubah. Oleh karena itu, cara mengadakan wawancara jangan dilakukan 
secara formal dalam arti antara pewawancara dan responden. Wawancara 
hendaknya dilakukan dengan cara yang informal, tanpa disadari oleh 
subjek penelitian bahwa dia sedang diwawancarai dan dilakukan antara 
dua orang dengan derajat yang sama.
210
 
 
E. Jenis dan Sumber Data 
Menurut jenisnya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer 
dan data sekunder.  
a. Jenis Data  
Dalam hal ini jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini  
adalah : 
1) Data primer 
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Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) merupakan 
data yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung 
dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 
memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data yang 
diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu orang yang 
dijadikan informan. 
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus 
mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian
211
. Adapun 
sumber data primer ini adalah para Notaris yang berada di wilayah 
Solo Raya.  
2) Data sekunder 
Data sekunder (secondary data) merupakan keterangan-keterangan 
atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh 
dari bahan bacaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, misalnya 
dokumen, laporan-laporan atau catatan-catatan lain yang digunakan 
untuk penunjang dan pelengkap data primer guna mempertajam 
pemaparan mengenai efektivitas Pasal 20 UUJN-P dan Persekutuan 
Perdata Notaris di dalam UUJN-P. 
b. Sumber Data 
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Sumber data primer 
Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama, yaitu pihak-pihak yang dipandang 
mengetahui obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data 
primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian atau 
dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang berupa 
keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan melalui wawancara dalam hal ini dilakukan wawancara 
dengan narasumber, yaitu para Notaris di wilayah Solo Raya.  
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2) Sumber data sekunder 
Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan 
keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber 
data sekunder meliputi  a) dokumen, yaitu arsip yang berkaitan 
dengan efektivitas Pasal 20 UUJN-P dan Persekutuan Perdata 
Notaris di dalam UUJN-P, b) buku, yaitu buku-buku yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti dan ditunjukkan dalam 
daftar pustaka. 
 
F. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, 
yaitu : Wawancara 
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung 
antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk 
mendapatkan informasi.
212
 
Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data 
yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak 
dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Informan 
diperlukan di dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara 
kualitatif. Kebenaran informasi yang diberikan oleh informan adalah 
kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari peneliti. Kita harus 
memberi ruang kebebasan bagi informan untuk berpendapat.
213
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara mendalam atau in depth interviewing . Wawancara  ini bersifat 
lentur dan terbuka, serta  tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan 
bisa dilakukan berulang pada informan yang sama
214
. 
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Di dalam penerapannya, wawancara mendalam memerlukan suatu 
keahlian dan keterampilan tertentu dari pihak pewawancara
215
. 
Data dikumpulkan peneliti dimulai dari informan yang ditentukan 
untuk diwawancarai yang darinya akan bergulir menggelinding seperti 
bola salju (snowball sampling). Snowball sampling merupakan 
penggunaan sampling tanpa persiapan tetapi mengambil orang pertama 
yang dijumpai selanjutnya  dengan mengikuti petunjuknya untuk 
mendapatkan sampling berikutnya sehingga mendapatkan data lengkap 
dan mendalam, ibaratnya seperti bola salju yang menggelinding, semakin 
jauh semakin besar
216
 
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses 
analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 
perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.
217
  
Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip 
oleh Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain
218
. 
Analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang 
dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau 
memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap 
hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah 
dikuasainya. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut : 
a. Deskriptif 
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Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam 
menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau 
pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil 
penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan 
justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. 
b. Evaluatif 
Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan 
justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian 
dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan 
diterima atau ditolak. 
c. Preskriptif 
Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas 
hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini 
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian 
mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum 
terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
219
 
Untuk lebih jelasnya tahap-tahap analisis kualitatif menurut Matthew 
B. Miles dan A. Michael Huberman meliputi
220
: 
1. Reduksi data, merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar. 
Reduksi data dalam hal ini merupakan suatu bentuk analisis yang 
menajamkan penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak 
perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 
sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.  
2. Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data itu dapat dipahami 
apa yang terjadi dan apa yang dapat dilakukan, lebih jauh menganalisis 
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ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang 
diperoleh dari penyajian data.  
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) 
Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Dimana dari yang semula kesimpulan yang belum jelas 
kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 
Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab IV akan diberikan penjelasan yang mengupas pokok 
permasalahan yang terbagi menjadi 2 (dua) pokok pembahasan, sebagai 
berikut (a) Bentuk Perserikatan Perdata Notaris di dalam UUJN dan 
Persekutuan Perdata Notaris di dalam UUJN-P, dan (b) Faktor-faktor apa 
saja yang menjadi mempengaruhi pelaksanaan Pasal 20 UUJN dan  
UUJN-P dinilai dalam hal efektivitasnya. 
 
A. Tinjauan Pasal 20 Mengenai Perserikatan Perdata Notaris dalam 
UUJN dan Persekutuan Perdata Notaris dalam UUJN-P. 
  Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya dalam 
memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan 
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.  UUJN-P, 
juga senantiasa berusaha memberikan perlindungan melalui salah satu 
perubahan dengan memberikan pada Notaris kesempatan bergabung dan 
bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Bersekutu yang dijalankan 
Notaris pada UUJN khususnya Pasal 20 ayat  (1) mengatur bahwa Notaris 
dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata. Pada 
Pasal 20 ayat (1) UUJN-P  dirubah menjadi Notaris dapat menjalankan 
jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.  
Hal ini ada kemungkinan karena jumlah Notaris makin banyak yang 
selama ini menjalankan tugas jabatannya sendiri saja (tanpa berSekutu 
atau bersekutu) maka diberi peluang secara hukum untuk berSekutu atau 
bersekutu dengan tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
221
 
Dengan perubahan dari bentuk perserikatan perdata menjadi bentuk 
persekutuan perdata, dikarenakan tidak ada penjelasan apapun tentang 
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pengertian persekutuan, maka Habib Adjie memberikan pandangan untuk 
memahami Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu 
dilihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena dalam persekutuan ini 
dapat diartikan seorang Notaris dapat bergabung dengan beberapa Notaris 
membentuk satu badan usaha dan mengelolanya secara bersama-sama 
secara terus menerus dan bertujuan mencari keuntungan dari badan usaha 
tersebut. 
Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka 
sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan 
penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan 
menghambat terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum 
dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam 
masyarakat sesuai apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum 
yang berlaku.  Untuk meninjau efektivitas Pasal 20 mengenai perserikatan 
perdata Notaris dalam UUJN dan persekutuan perdata Notaris dalam 
UUJN-P maka penulis menganalisis  ketentuan perserikatan perdata 
Notaris dan ketentuan persekutuan perdata Notaris menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata,UUJN maupun UUJN-P. 
 
1. Analisis Pasal 20 UUJN 
Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer 
(CV), perkumpulan dalam pengertian ini, dapat dibedakan 2 (dua) bentuk, 
yaitu : 
a. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki 
kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan 
jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini, terjadi dari 
beberapa peristiwa dan perbuatan, yaitu : 1) Adanya beberapa orang 
yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu, 2) Beberapa 
orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan. 
3) Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan; 4) Untuk 
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melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan 
kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk. 
Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan 
Perusahaan. Perusahaan ini sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan 
tujuan bersama dari perkumpulan yaitu untuk memperoleh Keuntungan 
atau Laba bersama. Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan 
Perusahaan. Adapun bentuk-bentuk perkumpulan tersebut adalah:  
1) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yaitu : 
a) Persekutuan Perdata 
b) Persekutuan Firma 
c) Persekutuan Komanditer 
2) Perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu : 
a) Perseroan Terbatas 
b) Koperasi 
c) Yayasan 
d) Perkumpulan saling menanggung 
Jadi perkumpulan dalam arti luas ini, bentuk dasar dari semua 
bentuk Persekutuan Perdata (Maatschap Vennootschap). 
b. Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan 
menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri 
sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-
undangan tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak 
berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak 
menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah 
vereniging, yang merupakan awal terbentuknya Perserikatan Perdata 
(Burgelijk vennootschap) 
Persamaan dari kedua bentuk Perkumpulan ini, adalah masing-
masing memiliki atau mengandung unsur-unsur yang sama dalam 
pembentukannya, unsur-unsur tersebut, yaitu : 
1. Kepentingan bersama 
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2. Kehendak bersama 
3. Tujuan bersama 
4. Kerja sama 
Perserikatan berarti suatu perkumpulan orang-orang yang sama 
kepentingan yang tidak menjalankan perusahaan tertentu. Orang-orang 
yang mengurus perkumpulan tersebut disebut sebagai Anggota. 
Perserikatan perdata masuk dalam lapangan hukum perdata umum, 
tidak masuk dalam kajian hukum Bisnis (hukum Ekonomi). Sehingga 
yang dijadikan dasar Perserikatan Perdata ini adalah Pasal 1618 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perserikatan perdata juga 
mengandung 2 (dua) unsur Pemasukan (inbreng) dan bertujuan 
memperoleh keuntungan bersama. 
Hanya saja keuntungan yang ada dalam Perserikatan Perdata tidak 
sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang terkandung 
sebagai keuntungan. Demikian juga terhadap unsur pemasukan 
(inbreng), pada perserikatan perdata pun diwajibkan bagi anggota 
perserikatan untuk melakukan pemasukan (inbreng) ke dalam 
perserikatan, yang bisa berupa Uang, Barang dan atau Keahlian 
(tenaga/kerajinan), seperti yang disyaratkan pada Pasal 1619 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pasal 20 UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan 
jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap 
memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya, bentuk perserikatan perdata sebagaimana 
dimaksud diatur oleh para Notaris dengan perjanjian yang dibuat oleh 
para Notaris yang tergabung di dalam perserikatan perdata berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam 
bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri.  
Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
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Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada tanggal 8 Februari 
2010 yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para 
Notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata. Sebelum 
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, perserikatan perdata Notaris 
layaknya hanya wacana yang tidak penah terlaksana. Menurut 
penjelasannya, yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata dalam 
ketentuan Pasal 20 tersebut, adalah “kantor bersama Notaris”. 
Kantor Bersama Notaris dapat diartikan beberapa orang Notaris 
bergabung dalam sebuah perserikatan untuk bersama-sama 
menjalankan tugas jabatan Notaris dalam satu kantor Notaris dengan 
memakai nama salah seorang serikatnya sebagai identitas Kantor 
Bersama tersebut.
222
 
Kantor bersama Notaris yang dimaksud di dalam UUJN bukanlah 
perserikatan perdata yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang mana dibentuk untuk menjalankan usaha yang 
dijalankan secara bersama-sama, dan ada pembagian keuntungan. 
Dengan demikian unsur kerjasama sangat ditonjolkan, dengan 
demikian anggota perserikatan harus aktif di dalam menjalankan usaha 
perserikatan perdata. 
 
2. Analisis Pasal 20 UUJN-P 
Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan 
Perdata diatur dalam Pasal 20 UUJN-P, bahwa Notaris dalam menjalankan 
jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan 
kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. 
Namun UUJN-P tidak memberikan definisi mengenai Persekutuan perdata 
yang dimaksud.
223
  
Bentuk Persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa Notaris 
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dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk persekutuan perdata, 
yang secara umum mengenai persekutuan perdata sebagaimana diatur 
dalam KUH Perdata, KUHD.
224
 
Persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya 
terhadap suatu perusahaan tertentu, sementara Sekutu berarti peserta pada 
suatu perusahaan. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menjelaskan mengenai pengertian persekutuan perdata adalah perjanjian 
yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk 
memasukan barang, uang atau tenaga (keahlian) dengan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan bersama. Pada ketentuan Pasal 1618 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata ini, dalam persekutuan perdata ada 2 
(dua) unsur yang harus dilakukan adalah : 
a. Unsur Pemasukan (inbreng) 
b. Unsur tujuan untuk memperoleh Keuntungan bersama 
Kedua unsur ini, adalah tambahan dari 4 (empat) unsur yang ada pada 
pengertian perkumpulan dalam arti luas, yang meliputi : 
a. Kepentingan Bersama 
b. Kehendak bersama 
c. Tujuan bersama 
d. Kerja sama 
Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, 
dalam persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan. 
Menjalankan Perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan 
sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, 
dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. 
Persekutuan Perdata dikatakan sebagai bentuk usaha kerjasama yang 
paling sederhana karena pendiriannya bebas, boleh tertulis atau tidak 
tertulis, dan jumlah/besarnya modalnya tidak tertentu, sedangkan para 
anggota wajib memasukkan modal yang disebut inbreng. Yang dapat 
dijadikan inbreng  adalah uang, barang, maupun tenaga (keahlian tertentu). 
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Besarnya jumlah modal tergantung kesepakatan pendiriannya, dalam arti 
tergantung pada kesediaan dan kemampuan para anggota saat pendirian.
225
 
Merujuk pada ketentuan Pasal 15 KUHD, bahwa perseroan-perseroan 
yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang 
bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dikuasai oleh perjanjian 
pihak-pihak yang bersangkutan, yang berarti bahwa ketentuan Pasal 15 
KUHD mengatur mengenai persekutuan dan firma maupun CV.
226
 
Dengan menjalankan perusahaan ini, maka bentuk-bentuk persekutuan 
perdata ini lebih khusus diatur dalam KUHD. Jadi merupakan kajian 
dalam lapangan hukum bisnis (ekonomi) seperti Persekutuan Firma, 
Persekutuan Komanditer. Istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, 
karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga 
istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda 
maatschap dan vennootschap. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya 
(Belanda) berarti kawan atau sekutu. Persekutuan artinya persatuan orang-
orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. 
Sedangkan Sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan 
berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan 
tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka 
badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut Perserikatan 
Perdata.  
Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai 
anggota, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang 
pengertiannya hampir sama, yaitu Perserikatan Perdata dan Persekutuan 
perdata. 
Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, 
sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu 
maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum 
perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan 
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persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam 
hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan. 
Bentuk maatschap  dalam KUHPerdata merupakan suatu bentuk di 
mana para pesero melakukan kerja sama. Persekutuan dalam hal ini artinya 
persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu usaha 
tertentu. Bukan ikatan yang kolektif, melainkan kerja sama dari para 
individu. Individu yang disebut Sekutu atau Pesero artinya peserta dalam 
persekutuan. 
Batasan yuridis Maatschap dimuat di dalam Pasal 1618 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut: 
”Persekutuan perdata (Maatschap) adalah suatu persetujuan dengan 
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan 
sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi 
keuntungan yang terjadi karenanya”. 
Suatu perseroan pada dasarnya adalah suatu perjanjian. Oleh karena 
itu, segala unsur perjanjian dan syarat untuk sahnya perjanjian harus 
dipenuhi (Pasal 1320 KUHPerd). Demikian pula pihak-pihak harus 
melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (2) 
KUHPerd) selain untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan 
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 
KUHPerd).
227
 
Herlien Budiono menyampaikan pendapat Mohr yang lebih 
mendasarkan persekutuan perdata pada suatu hubungan hukum 
(rechtsbetrekking) ketimbang perjanjian.
228
 
Sekutu pada persekutuan perdata pada umumnya yaitu peserta dalam 
persekutuan. Jadi, persekutuan perdata berarti perkumpulan orang-orang 
yang menjadi peserta pada badan usaha. Sedangkan Persekutuan Perdata 
Notaris pada khususnya, para sekutu tersebut berprofesi sebagai Notaris. 
Perjanjian yang dibuat oleh para sekutu mengenai pembentukannya, 
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pendirian, pengurusan persekutuan mengikat para sekutu sebagaimana 
sifat mengikatnya undang-undang. Perjanjian berlaku sebagai undang-
undang (pacta sunt servanda), asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata. 
Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang 
dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka 
segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus 
dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh 
mereka.
229
 
Hubungan hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan saja, akan tetapi hubungan hukum terkait dengan pihak 
ketiga untuk memperlihatkan diakui adanya persekutuan di antara para 
pesero terutama jika perseroan tersebut menggunakan satu nama. 
Dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan 
bahwa, tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal 
yang dimaksudkan disini adalah pemasukan (inbreng). Yang dimaksud 
dengan pemasukan (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik 
tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari 
adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula 
kemanfaatan.  
Berdasarkan Pasal 1618 dan Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, meskipun pengertiannya hampir sama, perserikatan perdata dan 
persekutuan perdata mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut: 
1. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahan, oleh karena itu 
perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk di dalam 
Hukum Perdata Umum. Disamping itu, pendirian dan pembubarannya 
dapat terjadi dengann mudah sekali, dan unsur "terang-terangan" serta 
"terus-menerus" pada perserikatan perdata tidak mutlak  
2. Persekutuan Perdata adalah suatu badan usaha yang menjalankan 
perusahaan dan termasuk dalam Hukum Dagang. Mengenai pendirian 
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dan pembubarannya terus memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan, unsur "terang-terangan" dan "terus menerus" adalah 
merupakan unsur yang mutlak. 
Namun demikian, kedua macam badan usaha itu diatur di dalam 
peraturan yang sama yaitu dari Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Buku Ketiga, Bab Kedelapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
Badan usaha perserikatan perdata ini dapat berubah menjadi persekutuan 
perdata, apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan (Pasal 1623 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
Berdasarkan analisis tersebut diatas dapat disimpulkan  bahwa apabila 
perserikatan perdata bertindak keluar terhadap pihak ketiga dengan terang-
terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka apabila perserikatan 
perdata itu melakukan atau menjalankan perusahaan. Bentuk semacam ini 
dinamakan persekutuan perdata. Jika dikaitkan dengan Notaris maka tentu 
hal ini bertentangan. Kegiatan pembuatan akta merupakan pekerjaan 
utama Notaris yang dilakukan terus-menerus bukan kegiatan sewaktu-
waktu. Perserikatan perdata tidak seharusnya dijadikan wadah untuk 
menjalankan kegiatan utama Notaris. 
Berdasarkan UUJN-P Pasal 1 ayat (1) disebutkan definisi Notaris yaitu 
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang 
lainnya”. 
 
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai tempat 
kedudukan dan wilayah kerja yang telah ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan, yaitu berkedudukan di daerah kabupaten atau kota 
dan memiliki kewenangan wilayah jabatan di seluruh wilayah  propinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
dari tempat kedudukannya.  
Pasal 18 ayat (1) UUJN mengatur tempat kedudukan Notaris, bahwa 
Notaris mempunyai tempat kedudukan di kabupaten atau kota, dan 
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menurut Pasal 18 ayat (2) UUJN Notaris mempunyai wilayah jabatan 
meliputi propinsi dari tempat kedudukannya.
230
  
Baik UUJN maupun UUJN-P pada Pasal 18 ini memberikan arti bahwa 
Notaris wajib berkedudukan berdasarkan surat ketetapan penempatan 
Notaris di suatu daerah didasarkan pada formasi Notaris, yang menurut 
Pasal 22 ayat (1) UUJN-P ditentukan berdasarkan kegiatan dunia usaha, 
jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau 
di hadapan Notaris setiap bulannya. 
Kebijakan baru yang semula hanya berupa pemikiran dan wacana untuk 
Notaris adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UUJN 
yang menetapkan bahwa, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam 
bentuk Perserikatan Perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini makna 
kemandirian Notaris adalah sebagai seorang Pejabat Umum. Sebagai 
Pejabat Umum, Notaris harus Independen.  
Istilah independen ini sering disama artikan dengan Mandiri. Dalam 
konsep Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiri berarti institusi yang 
bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung 
kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada pada 
atasannya (depend on). Sedangkan Independen baik secara manajerial 
maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada 
pihak lainnya.  
Dalam independensi ini ada 3 (tiga) bentuk, yaitu
231
: 
1. Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan 
(institusional) yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah 
dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris 
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia), secara kelembagaan tidak berarti 
menjadi bawahan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia) atau berada dalam struktur Departemen Hukum 
dan HAM RI. 
Pasal 2 UUJN-P menentukan bahwa Notaris diangkat dan 
diberhentikan oleh Pemerintah, yang dimaksud Pemerintah dalam 
hal ini adalah menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 ayat (14) 
UUJN-P
232
). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti menjadi subordinasi 
(bawahan) yang mengangkatnya pemerintah.  
Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya : 
a. Bersifat mandiri (autonomous); 
b. Tidak memihak siapapun (impartial); 
c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang 
berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat 
dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh 
pihak lain.
233
   
Disampaikan oleh Habib Adjie bahwasanya Jabatan merupakan 
suatu bidang pekerjaan atau tugas  yang sengaja dibuat oleh aturan 
hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat 
berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
234
 
Pasal 18 ayat (1) UUJN
235
 mengatur tempat kedudukan notaris, 
yaitu bahwa notaris berkedudukan di kabupaten atau kota, dan 
menurut Pasal 18 ayat (2) UUJN
236
 notaris mempunyai wilayah 
jabatan meliputi propinsi dari tempat kedudukannya sebagaimana 
disebutkan pada ayat (1) Pasal 18 UUJN. Pasal 18 UUJN ini 
mempunyai arti bahwa notaris wajib berkedudukan di kabupaten 
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atau kota dan mempunyai wilayah jabatan dalam lingkup wilayah 
propinsi. Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk 
masyarakat yang datang ke tempat kedudukan notaris, tetapi 
notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau 
kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta 
wajib dicantumkan kota atau kabupaten tempat akta dibuat dan 
diselesaikan. Tindakan notaris semacam ini bersifat insidental saja, 
tidak secara teratur dilakukan oleh notaris (Pasal 19 ayat (2) 
UUJN
237
).
238
 
2. Fuctional Independen, yaitu independen dari fungsinya yang 
disesuaikan dengan  peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya tugas, wewenang dan jabatan Notaris.  
Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta 
Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu : 
1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan 
keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan 
memperhatikan aturan hukum yang berlaku. 
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan 
atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak 
yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib 
membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan 
hukum yang berlaku.
239
 
3. Financial Independen, yaitu independen dalam bidang keuangan 
yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun 
juga.
240
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Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah 
tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris 
hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah 
dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk 
mereka yang tidak mampu.
241
 
Ketentuan independensi ini, bahkan diatur tersendiri dalam kewajiban 
Notaris yang dijabarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P sebagai berikut: 
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:  
bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 
Dilihat dari prinsip-prinsip Independensi tersebut, yang harus 
diperhatikan Notaris tidak hanya memiliki hubungan structural 
independen dengan Kementrian Hukum dan HAM yang mengangkat 
Notaris, tetapi juga functional independen antar sesama teman sejawat 
Notaris dan financial independen dalam pengelolaan keuangan. 
Hubungan Structural Independen terjadi ketika Notaris diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemenkumham. 
Functional Independent dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan. 
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P  
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: 
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan  
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan 
lain. 
 
Kewajiban ini akan tetap diterapkan meskipun Notaris bergabung 
dalam persekutuan perdata. Dalam praktek bukan tidak mungkin antar 
teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam 
persekutuan perdata Notaris, akan tetapi kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan akta ini harus tetap ditegakkan. Bahkan dalam penjelasan 
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P diterangkan bahwa kewajiban untuk 
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-
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surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang 
terkait dengan akta tersebut.  
Dengan demikian, dalam konteks filosofis, maka rahasia jabatan 
merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak 
yang terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga tidak dapat 
direduksi menjadi instrumen untuk semat-mata melindungi Notaris. 
Mengenai kewajiban merahasiakan ini membuat jabatan Notaris ini 
menjadi satu bentuk jabatan kepercayaan.  
Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon 
Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-
masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung 
makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama 
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.
242
 Mengenai sumpah/janji 
Notaris ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (2)  UUJN-P. 
Dalam prinsip functional independen ini, Notaris juga memiliki 
kewajiban untuk membuat alat bukti yang diinginkan oleh subyek hukum 
sebagai penghadap untuk suatu tindakan hukum para pihak yang 
menghadap secara mandiri, dalam artian tanpa melibatkan teman 
sejawatnya dalam bentuk akta Notaris.  
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, Notaris dalam menjalankan 
tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang 
terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan 
Notaris. Disamping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara 
hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. 
Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan 
keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, 
sehingga kepentingan para pihak terjaga proporsional yang kemudian 
dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
243
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Meskipun Notaris bergabung dalam satu persekutuan, namun hanya 
adanya satu tanda tangan Notaris dalam satu akta. Notaris yang bergabung 
dalam satu persekutuan, hanya Notaris yang membuat akta yang 
membubuhkan tanda tangan pada akta. Baik pada Minuta dan Salinan, 
mulai dari awal akta hingga akhir akta. Tanda tangan tersebut bisa jadi 
hanya soal administrasi saja, namun teman sejawat Notaris tidak dapat 
mempengaruhi terhadap wewenang sejawat Notaris. Apalagi, apabila ada 
aturan persekutuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing 
Notaris di persekutuan tersebut, tidak boleh mempengaruhi kewenangan 
Notaris. 
Tidak kalah penting, Notaris juga terikat dalam hal financial independent, 
ada dua hal yang dapat digaris bawahi mengenai hal ini. Pertama, dalam 
melaksanakan jabatan Notaris memang berhak mendapatkan honor. 
Berdasarkan prinsip ini Notaris dilarang mendapatkan pendapatan dari 
pihak lain di luar dari apa yang ia peroleh dari melaksanakan Jabatan. Hal 
ini berbeda dengan ketentuan unsur-unsur dalam persekutuan perdata. 
Karena sebagaimana prinsip dalam suatu persekutuan perdata adalah 
membagi keuntungan bersama, masing-masing Notaris yang menjadi 
anggota persekutuan perdata Notaris berdiri sendiri dalam menerima 
honorarium. 
Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah 
atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima 
Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.
244
 
Kedua,di dalam persekutuan tentunya ada kesepakatan dalam 
penentuan tarif honorarium terhadap klien yang menggunakan jasa 
Notaris, tentunya penentuan honorarium ini tidak akan mempengaruhi 
independensi Notaris anggota persekutuan perdata Notaris. Hal ini berbeda 
dengan ketentuan persekutuan perdata menurut Pasal 1633 KUH Perdata, 
dinyatakan bahwa cara membagi keuntungan dan kerugian  bagi masing-
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masing adalah sesuai dengan andilnya ke dalam persekutuan, dengan cara 
tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada seorang anggota saja 
(Pasal 1635 ayat (1) KUH Perdata), sebab ini melanggar prinsip dalam 
Persekutuan „mengejar keuntungan bersama‟. Sebaliknya undang-undang 
memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian kepada seorang anggota 
saja (Pasal 1635 ayat (2) KUH Perdata). Jika dalam perjanjian tidak ada 
aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah 
Pasal 1633 ayat (1) KUH Perdata, yang menetapkan pembagian itu harus 
dilakukan menurut asas „keseimbangan pemasukan‟ dengan arti bahwa 
pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan 
pemasukan uang atau benda yang terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUH 
Perdata). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tidak mengatur 
mengenai cara pembagian keuntungan sebagaimana termaktub di atas. 
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 hanya mengatur mengenai catatan 
pembukuan dan laporan keuangan atas pengurusan perserikatan (Pasal 8 
huruf c) dan memberikan persetujuan atas laporan keuangan perserikatan 
(Pasal 9 huruf b). 
Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta untuk 
melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan 
perlindungan hukum. Notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata 
sesuai dengan amanat Pasal 20 UUJN-P apabila diartikan persekutuan 
sebagaimana ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka Notaris dalam 
menjalankan jabatannya bersekutu menjadi badan usaha yang bertujuan 
untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dan akan 
mempengaruhi salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan 
jabatannya yaitu mandiri. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang 
melanggar kewajiban terkait kemandirian Notaris yaitu:  
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a. Pasal 12 UUJN-P menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan secara 
tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap 
kewajibannya. Dalam penjelasan Pasal 12 UUJN-P tersebut 
menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi 
kewajiban jabatan Notaris. Mandiri merupakan salah satu kewajiban 
Notaris.  
b. Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN-P menjelaskan sanksi yang diberikan 
kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah berupa 
pemberhentian sementara.  
c. Pasal 16 ayat (11) UUJN-P menjelaskan sanksi berupa peringatan 
tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan 
pemberhentian dengan tidak terhormat.  
d. Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap Kode 
Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing 
(pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting 
(pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian 
dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.  
Dalam dunia kenotariatan, tidak mengenal cara pembagian keuntungan 
seperti pada perserikatan perdata atau persekutuan perdata sebagaimana 
termaktub di atas. Jabatan Notaris merupakan jabatan luhur yang 
mempunyai kedudukan sejajar di antara para Notaris yang tergabung 
dalam perserikatan perdata maupun persekutuan perdata. Dengan 
demikian menempatkan setiap Notaris dalam posisi sederajat. Termasuk 
dalam pemberian honorarium dari kliennya masing-masing. Begitu Notaris 
mengangkat sumpah, maka ia dianggap sudah mengetahui keilmuan 
kenotariatan. 
Adanya larangan Perserikatan Perdata atau Persekutuan Perdata 
Notaris dengan alasan, bahwa persekutuan perdata demikian tidak 
menguntungkan bagi masyarakat umum, karena mengurangi persaingan 
dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendaki, lebih-lebih di 
tempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang Notaris. Selain daripada 
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itu adanya persekutuan diantara Notaris-Notaris dapat menyebabkan 
kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para 
notaris.
245
   
Mengambil pendapat Habib Adjie yang memberi penegasan mengenai 
hal ini bahwasanya jangan sampai terjadi suatu Perserikatan Perdata 
Notaris tersebut menjadi Perusahaan Akta dan juga monopoli yang 
berakibat Notaris yang membuka kantor sendiri (tidak berserikat) menjadi 
tersisihkan.
246
 
Dalam artikelnya, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui 
pengurus pusatnya Maferdy Yulius, sebagai ketua tim revisi Undang-
Undang Jabatan Notaris dan Sekretarisnya Otty Chandra Ubayani 
menyatakan bahwa pihaknya ingin agar Undang-Undang Jabatan Notaris 
bisa mencegah monopoli notaris agar tercipta keadilan dan pemerataan 
rezeki. Pasal 20 UUJN memperbolehkan Notaris membuat Perserikatan 
Perdata sehingga bisa melakukan monopoli terhadap klien. Notaris-notaris 
yang sudah pensiun bisa saja tetap menguasai klien-kliennya melalui 
perserikatan Perdata. Mereka yang sudah pensiun itu akan mewariskan 
kliennya kepada orang-orang terdekat maupun keluarganya, 
sehingga nanti terjadi semacam „Dinasti Notaris‟. Akibatnya Notaris yang 
lain tidak kebagian rezeki. Dengan adanya pasal ini akan membuat Notaris 
„senior‟ bisa berkuasa sampai akhir hayat dengan menciptakan oligarki 
kepemimpinan.  
Hal ini tercermin dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 
2010 : 
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Pasal 8 
  Hak teman serikat adalah : 
a. Didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol 
teman serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dengan adanya ketentuan ini, tidak terlihat perhatian 
terhadap kelangsungan hajat hidup para Notaris yang seharusnya 
dilindungi dari monopoli atau oligarki Notaris yang hanya ingin 
menguasai sendiri „ladang pekerjaan‟ yang seharusnya diperuntukkan 
Notaris yang lain.  
Dalam penerapan Persekutuan Perdata Notaris juga harus diikuti 
dengan prinsip-prinsip moral yang kuat sesuai dengan kode etik Notaris. 
Demikian pula, menurut Herlien Budiono, Notaris dianggap belum siap 
untuk menjalankan persekutuan sesuai dengan kode etik. Bahwa kehadiran 
asosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, di satu 
pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, 
namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika 
profesi yang tinggi, dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi notaris berubah 
menjadi perusahaan akta notaris.
247
 Bila hal ini tidak dicegah, tujuan 
pendirian persekutuan bukan lagi untuk meningkatkan kemampuan 
keilmuan notaris-notaris baru. Tapi justru memfasilitasi notaris-notaris 
senior untuk membuat perusahaan akta bahkan dinasti Notaris. 
Demikian pula dikemukakan oleh Yunirman Rijan, Ketua Bidang 
Peraturan dan Perundang-Undangan PP INI bahwa Maatschap juga akan 
berpotensi menimbulkan semacam “kartel”. Contohnya begini, ada 
seorang notaris sudah berumur 60 tahun yang tentunya berpikir bagaimana 
menghadapi pensiun. Kemudian notaris tersebut menawari salah seorang 
anak buahnya atau keponakannya untuk menjadi notaris, dan untuk ini, 
pendidikannya dibiayai notaris tersebut. Akan tetapi notaris tersebut 
membuat kesepakatan dengan anak buahnya itu dengan membentuk 
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maatschap bila si anak buah akhirnya diangkat menjadi notaris dengan 
catatan bahwa yang menjadi pimpinan maatschapnya si notaris yang 
membiayai tersebut. Jadi di sini akhirnya si notaris masih menguasai, dan 
memiliki kantor notaris seterusnya, “tidak pensiun-pensiun” walaupun 
usianya sudah lewat 65 atau 67 tahun. “Kartel” notaris seperti ini akhirnya 
akan merusak dunia notaris dan melenceng dari visi notaris sebagai 
jabatan untuk melayani masyarakat. Bukan untuk bisnis.
248
 
Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka menurut analisis penulis. 
Perubahan terhadap Pasal 20 UUJN tersebut dari perserikatan perdata 
sebagaimana tertulis bersama ketentuannya di dalam UUJN menjadi 
persekutuan perdata di dalam UUJN-P memberikan pengertian bahwa 
seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk 
persekutuan perdata sesuai dengan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang merupakan badan usaha yang dikelola secara 
bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam 
menjalankan jabatannya karena Pasal 20 ayat (2) UUJN-P menjelaskan 
bahwa bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak menjadi masalah jika 
Notaris membentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata jika 
persekutuan perdata ada kaitannya dengan usaha bersama namun akan 
menjadi masalah terutama berhubungan dengan kemandirian Notaris 
sesuai yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, Kode Etik 
Notaris dan Pasal 4 UUJN-P tentang sumpah/janji jabatan Notaris bahwa 
Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk mandiri maka 
Pasal 20 UUJN tersebut dari perserikatan perdata (Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) menjadi persekutuan perdata 
(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dapat dikatakan 
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tidak efektif di wilayah Solo Raya, sebab tidak ada satupun Persekutuan 
Perdata Notaris yang berdiri di wilayah Solo Raya. 
 
B. Analisis  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 
20 Mengenai Perserikatan Perdata Notaris Dalam UUJN Dan 
Persekutuan Perdata Notaris Dalam UUJN-P 
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat 
dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut 
dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari 
luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab 
intern antara lain dapat disebutkan, misalnya pertambahan penduduk atau 
berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan 
(conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab 
ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam 
fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya. 
Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat 
sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai 
sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, 
penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang 
kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-
perubahan sosial, sudah tentu di  samping faktor-faktor yang dapat 
memperlancar proses perubahan-perubahan sosial, dapat juga diketemukan 
faktor-faktor yang menghambatnya seperti sikap masyarakat yang 
mengagung-agungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya 
kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (vested-interest), 
prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang 
bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut di atas sangat 
 132 
mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta 
prosesnya.
249
 
Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu 
dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku 
yang sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan 
perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan 
rumusan yang ada pada undang-undang dapat berarti bahwa diketemukan 
keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat 
bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, 
maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum 
berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku 
sesuai dengan hukum. 
Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan 
sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata 
uang. Sulit untuk memisahkan adanya masyarakat tanpa ada suatu 
ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat 
diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama 
seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai 
berbagai macam norma yang masing-masing memberikan andilnya dalam 
menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit 
banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu 
tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. 
Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari 
suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa 
kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang 
terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan 
tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri 
terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa 
dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai 
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tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada 
hukum atau tatanan hukum. 
Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan 
terintegrasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan untuk 
mewujudkan ketertiban, menjamin adanya kepastian dan perlindungan 
hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan  yang harmonis dan 
terintegrasi diperlukan  untuk mengembangkan peraturan perundang-
undangan yang mendukung pembangunan nasional secara secara umum. 
Sebagai negara hukum, yang menjadikan hukum sebagai dasarnya dalam 
realita  memiliki tiga tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan 
keadilan. Jangan sampai terjadi hukum hanya merupakan sebagai produk 
politik. Asumsi dasar kajian hukum sebagai produk politik bahwa karakter 
isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh 
imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi 
ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan 
produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi 
dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.
250
 
John Marshall melakukan judicial review dengan alasan bahwa hukum 
itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-
kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai 
produk politik bisa saja hukum itu memuat isi yang lebih sarat dengan 
kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Selain itu, 
sebagai produk politik, hukum berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan 
peraturan yang lebih tinggi oleh karena DPR sebagai lembaga politik 
banyak beranggotakan orang-orang yang tidak biasa berpikir menurut 
disiplin hukum.
251
 
Suatu  peraturan perundang-undangan dapat dikeluarkan oleh badan 
yang tertinggi dalam suatu Negara, misalnya MPR di Indonesia, maupun 
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oleh suatu badan yang dalam suatu sistem politik mempunyai kedudukan 
yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan biasanya merupakan 
peraturan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi 
derajatnya. Suatu penelitian terhadap efek suatu peraturan perundang-
undangan di dalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk 
mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak. 
Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup 
apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan 
yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. 
Hal ini bukan berarti setiap peraturan perundang-undangan harus segera 
diganti apabila ada gejala-gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. 
Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap 
dalam diri warga masyarakat. Jika sering terjadi pelanggaran-pelanggaran 
(tertentu)  terhadap suatu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak 
berlaku di dalam masyarakat. Mungkin para pelaksana peraturan tadi 
kurang tegas dan kurang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, hal ini 
perlu diperhitungkan dalam menilai apakah suatu peraturan itu baik atau 
kurang baik.
252
 
Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem hukum, banyak yang 
mengacu pada Lawrence M. Friedman yang menyebutkan adanya tiga 
unsur, yakni substance (materi/substansi), structure (struktur), dan culture 
(budaya).
253
  Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut  membutuhkan  proses 
yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang disampaikan oleh 
Lawrence M. Friedman sebagaimana tersebut di atas yaitu faktor 
substansi, faktor struktur dan faktor budaya. 
a. Faktor Substansi 
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan 
berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, 
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, 
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hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan 
rumusan dan keterbukaan. Bentuk usaha yang dijalankan Notaris pada 
UUJN khususnya Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat 
menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Pada UUJN-P  
dirubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk 
persekutuan perdata, tidak berdasarkan asas pembentukan yang baik 
karena tidak ada kejelasan tujuan dan tidak ada kesesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Seharusnya dalam membuat peraturan perundang-
undangan mempertimbangkan asas-asas yang menjadi dasarnya suatu 
peraturan antara lain yaitu: 
1) Lex superior derogat legi inferiori  
Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi 
mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih 
rendah dan mengatur objek yang sama harus disampingkan kecuali 
apabila subtansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur 
hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 
2)  Lex spesialis derogat legi generalis  
Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus 
menyampingkan aturan hukum yang umum. Prinsip yang harus 
diperhatikan dalam asas ini adalah:  
a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum 
tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan 
hukum khusus tersebut.  
b. Ketentuan lex spesialis harus sederajat dengan ketentuan lex 
generalis (undang-undang dengan undang-undang). 
c. Ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan yang 
sama dengan ketentuan lex generalis.  
3) Lex posteriori derogat legi priori  
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Asas ini mengandung bahwa aturan hukum yang lebih baru 
menyampingkan aturan hukum yang lama, lalu undang-undang yang 
berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh 
mana mengatur obyek yang sama. Asas ini memuat prinsip antara 
lain yaitu:  
a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari 
aturan hukum yang lebih lama. 
b. Aturan hukum baru dan lama mengatur substansi yang sama. 
Asas ini bermaksud bermaksud mencegah dualisme peraturan 
yang berlaku yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  
Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa 
diperkenankannya Notaris melaksanakan jabatannya dalam bentuk badan 
usaha pada UUJN khususnya Pasal 20  ayat (1) mengenai Notaris dapat 
menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata memiliki 
tujuan sebagai  perserikatan perdata Notaris tidak lebih kepada kantor 
bersama sedangkan dan pada UUJN-P  dirubah menjadi Notaris dapat 
menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata tidak ada 
ketentuan yang mengacu kepada Kantor Bersama. Pada dasarnya ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun penjelasan pasal 
demi pasal khususnya Pasal 20 UUJN dan Pasal 20 UUJN-P, yaitu: 
a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang 
tubuh. 
b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang 
tubuh. 
c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam 
batang tubuh. 
d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah 
dimuat di dalam ketentuan umum. 
Pembentuk UUJN telah membuat suatu aturan yang bertentangan 
antara batang tubuh dan penjelasan. Dalam batang tubuh Pasal 20 ayat (1) 
UUJN menyatakan perserikatan perdata, yang semestinya harus mengikuti 
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aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi dalam 
penjelasannya mengatakan maksud dari perserikatan perdata tersebut 
hanya berupa kantor bersama yang kemudian ketentuan mengenai 
persyaratan dalam menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata 
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri. Tentunya juga telah terjadi 
penambahan norma baru yang dimana antara batang tubuh dan penjelasan 
mempunyai konsep hukum yang berbeda. Dengan demikian, penjelasan 
semestinya sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak 
boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang 
dijelaskan. Agar tidak bertentangan antara batang tubuh dan penjelasan 
serta tidak menimbulkan suatu norma baru, yang menyatakan perserikatan 
perdata diganti dengan kantor bersama. 
 
b. Faktor Struktur 
Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu 
jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui 
undang-undang yang diangkat oleh Menteri berdasarkan Pasal 2 UUJN-P. 
Dengan diangkatnya Notaris oleh Menteri maka Notaris dapat 
menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi lembaga lainnya 
karena jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, 
legislatif maupun yudikatif.  
Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberikan 
wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam 
melakukan jabatannya haruslah profesional dan berpegang teguh pada 
peraturan tentang jabatan Notaris, Kode Etik Notaris maupun peraturan 
lainnya. Profesional adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya 
kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian 
yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima 
panggilan tersebut selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama.  
Kewajiban Notaris untuk mandiri dalam menjalankan jabatannya ini 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  
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a. Mandiri dalam membuat akta  
Notaris mempunyai tugas melayani masyarakat dalam pembuatan 
akta otentik. Jika Notaris melalaikan ketentuan mengenai akta 
otentik maka akan membuat akta tersebut menjadi akta dibawah 
tangan. Agar akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik menurut 
UUJN maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 1) Dibuat oleh atau dihadapan Notaris, 2) Dibuat menurut 
bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.  
Dalam kaitannya dengan persekutuan perdata maka tanggung 
jawab Notaris terhadap Akta merupakan tanggung jawab Notaris 
yang membuat akta itu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan dalam hal mewujudkan tujuan persekutuan, setiap 
anggota persekutuan dapat bertindak ke luar untuk persekutuan. 
Tindakan itu dilakukan atas nama sendiri dan menjadi tanggung 
jawab masing-masing anggota. Tindakan keluar yang dimaksud di 
sini setiap anggota bertindak dan bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas perikatan-perikatan yang dilakukannya. Artinya jika 
seorang anggota membuat perikatan dan dari perikatan itu timbul 
kewajiban, maka anggota yang bersangkutanlah yang bertanggung 
jawab memenuhi kewajiban itu. Terhadap kerahasiaan akta dalam 
persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidak adanya 
larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh 
sekutu lainnya.  
b. Mandiri dalam bekerja  
Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai sifat yang netral 
sehingga dibutuhkan kemandirian dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan 
dengan larangan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat 
negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara 
maupun swasta dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan 
dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan.  
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Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf d 
UUJN bahwa “Notaris dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara. 
Bahwa anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi 
dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dikategorikan 
sebagai salah satu Pejabat Negara.
254
 
Dalam kaitannya dengan persekutuan perdata yang mengacu 
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat setidaknya 
dua (2) orang yang bekerja dalam persekutuan yang disebut dengan 
sekutu. Sekutu dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yaitu:  
1)  Pembagian untung dan rugi (Pasal 1633-1635 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata)  
Pembagian untung dan rugi diantara sekutu didasarkan asas 
keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Keuntungan 
dibagi berdasarkan inbreng yang dimasukan kedalam 
persekutuan. Tidak diperbolehkan seorang sekutu tidak 
memperoleh keuntungan tetapi diperbolehkan seorang sekutu 
menanggung semua kerugian persekutuan perdata (Pasal 1635 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).  
2) Pengurusan Persekutuan (Pasal 1636-1641 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata)  
a) Pasal 1636 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan pengurusan persekutuan diserahkan kepada para 
sekutu sendiri untuk mengaturnya. Seorang sekutu dengan 
janji khusus dalam perjanjian persekutuannya ditugaskan 
melakukan pengurusan persekutuan, berhak walaupun 
bertentangan dengan sekutu lainnya, melakukan segala 
perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dia 
dalam hal itu berlaku dengan itikad baik  
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b) Pasal 1637 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan bahwa jika beberapa teman sekutu telah 
ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan tanpa 
ditentukan apa yang menjadi pekerjaan masing-masing, atau 
tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan 
bertindak jika tidak bersama-sama dengan pengurus lainnya 
maka mereka masing-masing berwenang untuk melakukan 
segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu.  
c) Pasal 1638 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan bahwa apabila telah  diperjanjikan bahwa salah 
seorang pengurus tidak boleh melakukan suatu perbuatan jika 
tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain 
maka tidak dapat pengurus itu bertindak tanpa bantuan dari 
yang lainnya meskipun pengurus lain tersebut berada dalam 
keadaan tidak mampu untuk melakukan perbuatan 
pengurusan  
d) Pasal 1639 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan tentang pengaturan pengurusan yaitu jika tidak 
ada janji khusus mengenai cara pengurusan maka Para sekutu 
telah dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa 
agar yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya, 
yang dilakukan masing-masing sekutu juga mengikat sekutu 
lainnya untuk bagian mereka namun mereka berhak melawan 
perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum tertutup, 
masing-masing sekutu berhak mengajukan sekutu lainnya 
untuk turut memikul biaya yang diperlukan guna 
pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan dan 
sekutu tanpa ijin sekutu lainnya tidak boleh membuat hal 
baru pada benda tak bergerak milik persekutuan meskipun hal 
tersebut menguntungkan persekutuan.  
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e)  Pasal 1640 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan bahwa para sekutu yang tidak menjadi pengurus 
tidak diperbolehkan memindahkan maupun menggadaikan 
barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun 
menjadikan jaminan atasnya. 
f) Pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Masing-
masing sekutu diperbolehkan, walaupun tanpa ijin dari sekutu 
lainnya untuk menerima orang lain sebagai sekutu dari 
bagiannya dalam persekutuan, tetapi dalam hal pengurusan 
kepentingan persekutuan orang tersebut tidak dapat 
dimasukkan tanpa seijin sekutu lainnya.  
Berdasarkan uraian mandiri dalam bekerja diatas dapat diketahui 
apabila Notaris tergabung dalam persekutuan perdata dalam 
menjalankan jabatannya maka yang akan terjadi adalah tidak dapat 
mempertahankan prinsip kemandiriannya yaitu dalam fungsinya 
karena akan banyak melibatkan sekutunya dalam bekerja. 
Kemandirian Notaris dalam finansial juga tidak dapat dipertahankan 
karena sesuai dengan Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dinyatakan cara pembagian keuntungan dan kerugian karena 
prinsip dalam suatu persekutuan perdata adalah membagi 
keuntungan bersama. Sementara dalam dunia kenotariatan tidak 
mengenal cara pembagian keuntungan bersama. 
Notaris dapat dikenakan pertanggung jawaban administrasi 
karena Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar 
kewajiban menjalankan jabatannya dengan memperhatikan 
kemandirian berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, Pasal 3 ayat (4) 
Kode Etik Notaris dan Pasal 4 UUJN-P.  
Sanksi yang diberikan apabila kewajiban mandiri tersebut dilanggar 
antara lain yaitu:  
a) Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN-P menjelaskan sanksi yang 
diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajiban dan 
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larangan jabatan serta kode etik Notaris adalah berupa 
pemberhentian sementara.  
b) Pasal 12 UUJN-P huruf d menjelaskan bahwa Notaris 
diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan 
pelanggaran berat terhadap kewajibannya. Dalam penjelasan 
Pasal 12 UUJN huruf d menyatakan bahwa pelanggaran berat 
adalah tidak memenuhi kewajiban jabatan Notaris. Mandiri 
merupakan salah satu kewajiban Notaris.  
c) Pasal 16 ayat (11) UUJN-P menjelaskan sanksi berupa peringatan 
tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat 
dan pemberhentian dengan tidak terhormat.  
d) Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap 
Kode Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, 
schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, 
onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan 
pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 
perkumpulan. 
Faktor-faktor yang menjadi penyebab Notaris tidak melaksakan Pasal 
20  UUJN-P menurut pendapat Notaris Drajat Uripno adalah : 
a. Masing-masing Notaris masih egosentris; 
b. Notaris tidak mau repot2 dengan terbentuknya persekutuan perdata 
karena Notaris pada dasarnya bisa mengerjakan semua akta tanpa 
terkecuali; 
c. Masing-masing Notaris tidak mau mempunyai spesialisasi sendiri.255 
 
c. Faktor Budaya 
Budaya Hukum atau Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman 
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, 
nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana 
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pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya 
dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 
masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat 
merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 
salah satu indikator berfungsinya hukum. 
Adanya perubahan terhadap Pasal 20 ayat (1) UUJN mengenai 
perserikatan perdata kemudian dirubah dengan Pasal 20 UUJN-P menjadi 
persekutuan perdata dan pelaksanaannya melalui ketentuan Pasal 20 ayat 
(3) UUJN mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia yaitu Permenkumham No. M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang 
Persyaratan menjalankan Jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan 
perdata. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dihapus 
berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UUJN-P. Perserikatan perdata menurut 
penjelasan Pasal 20 ayat (1) merupakan kantor bersama, pada penjelasan 
Pasal 20 UUJN-P tidak lagi dinyatakan mengenai hal tersebut. 
Perubahan terhadap Pasal 20 UUJN-P tersebut mengakibatkan 
munculnya pengertian bahwa Notaris menjalankan jabatannya dalam 
bentuk persekutuan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang mengatur tentang persekutuan perdata yaitu 
Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak dijelaskan 
lebih lanjut mengenai persekutuan perdata didalam UUJN-P tersebut. 
Sebagaimana disampaikan oleh Habib Adjie bahwasanya ternyata 
kemudian ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut diubah dengan Pasal 20 
UUJN-P, yang ketentuan ayat (3) dihapus, yang sebelumnya pengaturan 
pendirian Persekutuan Perdata Notaris dapat mengacu kepada Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, sehingga sejak berlakunya Pasal 20 
UUJN-P pendirian Persekutuan Perdata Notaris secara kelembagaan 
tentang Persekutuan (secara umum) dapat mengacu kepada pengertian dan 
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persekutuan atau Persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 
KUH Perdata dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUH Dagang, dan 
secara rinci substansi Persekutuan Perdata Notaris dapat diatur oleh 
Notaris sendiri.
256
 
Persekutuan, menurut ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, adalah bermaksud untuk membagi keuntungan yang 
didapat karenanya. Melihat maksudnya, maka tujuan persekutuan tentunya 
adalah mencari keuntungan secara bersama-sama. Dengan demikian, 
apabila dibandingkan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum 
yang berwenang untuk membuat akta otentik, dimana akta otentik itu 
tercipta yang mana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, seperti 
yang dijelaskan dalam penjelasan umum UUJN-P, maka keberadaan Pasal 
20 ayat (1) UUJN-P tersebut menjadi kontradiktif, karena dengan 
keberadaan Notaris secara bersama-sama dalam satu kantor bersama, akan 
sangat sulit untuk menjalankan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-
P, yang mewajibakan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu 
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan akta. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal itu, menurut 
Pasal 16 ayat (11) UUJN-P, dimulai dengan teguran lisan sampai dengan 
pemberhentian dengan tidak hormat.     
Mengenai hal ini disampaikan oleh Notaris Mulyoto pada 
kenyataannya kerahasiaan akta, akan sulit dipertahankan, karena : 
1. Tidak ada larangan bagi anggota persekutuan untuk mengetahui 
apa yang dikerjakan sekutu yang lain (notaris); 
2. Ada kemungkinan 2 (dua) pegawai/saksi dijadikan saksi oleh 
anggota maatschap lain (notaris yang lain).
257
 
  Pada sisi lain, keberadaan Pasal 20 UUJN-P tersebut, akan sangat 
menguntungkan bagi Notaris-Notaris yang telah senior dan telah 
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mempunyai klien yang banyak, karena dengan keberadaan Pasal 20 
UUJN-P tersebut, mereka tetap dapat mempertahankan dominasinya, tanpa 
perlu khawatir akan diambil alih oleh Notaris lain, terutama Notaris 
yunior, sebab  sudah dapat diperkirakan, dengan  segala kelebihan yang 
dimilikinya, baik dari jumlah pelanggan maupun modal dalam kerjasama 
itu, mereka  akan tampil sebagai pimpinan dari kantor bersama tersebut, 
bahkan mungkin setelah pensiun sebagai Notaris pun, mereka akan tetap 
menjadi pengatur laku dari belakang layar.  
Mereka yang sudah pensiun itu akan mewariskan kliennya kepada 
orang-orang terdekat maupun keluarganya. Hal ini tercermin dalam Pasal 
8  huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 : 
Pasal 8 
 Hak teman serikat adalah : 
a. Didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol 
teman serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Dengan adanya pasal ini akan membuat Notaris „senior‟ bisa berkuasa 
sampai akhir hayat dengan menciptakan oligarki kepemimpinan. 
Selanjutnya yang akan terjadi kemudian adalah dominasi yang tidak 
terputus.  
Persekutuan Perdata ini menjadi tidak ada gunanya dan bahkan bisa 
menjadi masalah disebabkan karena pada dasarnya pekerjaan Notaris 
bersifat individual. Dengan demikian jika beberapa Notaris bergabung ke 
dalam Persekutuan Perdata maka akan timbul masalah dalam hal 
penjagaan kerahasiaan klien, dan juga masalah tanggungjawab para 
Notaris anggota Persekutuan Perdata.  
Mengutip pendapat Notaris Primastuti : 
“Mengenai kerahasiaan ini, setiap Notaris yang berada di dalam 
Persekutuan Perdata diharuskan menyediakan ruangan khusus di dalam 
kantor bersama untuk menyimpan warkah atau berkas-berkas sehubungan 
dengan akta yang dibuat Notaris untuk penghadap, sekaligus berkewajiban 
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menjaga kerahasiaan warkah atau berkas-berkas pendukung akta 
tersebut.”258 
Karena Jabatan Notaris merupakan profesi luhur yang 
mempunyai kewenangan yang sama antar para Notaris. Dan menempatkan 
setiap Notaris dalam posisi sederajat. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 
Tahun 2010 menyatakan hal demikian di antara teman di dalam 
perserikatan perdata Notaris, masing-masing teman serikat bertanggung 
jawab atas akta yang dibuat dihadapannya, dokumen yang berada dalam 
penyimpanannya dan laporan keuangan perserikatan. 
Sedangkan dalam soal tanggungjawab terhadap akta, bila terjadi 
masalah antara penghadap dengan salah satu Notaris maka Notaris lain 
tetap tidak bisa ikut bertanggungjawab terhadap akta yang ditangani 
Notaris yang sedang menghadapi permasalahan meskipun bernaung di 
dalam Persekutuan Perdata.  
Akan tetapi bila terjadi masalah dengan Persekutuan, maka tanggungjawab 
akan menjadi tanggungjawab bersama, adalah karena setiap Notaris 
anggota Perserikatan Perdata telah menandatangani perjanjian pendirian 
Kantor Bersama Notaris. 
Berdasarkan paparan tersebut diatas, seluruh faktor baik substansi, 
struktur dan budaya dalam implementasi Pasal 20 UUJN dan Pasal 20 
UUJN-P belum terlaksana dengan baik terbukti dengan tidak ada satupun 
Kantor Bersama Notaris yang berdiri di wilayah Solo Raya.  
Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum mencoba 
menjelaskan mengenai efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar 
aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan 
dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaannya sebagai perilaku masyarakat 
ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan 
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lingkungannya.
259
 Senada dengan Lawrence M. Friedman, Satjipto 
Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak 
dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas 
fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum 
diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum 
meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat 
berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa 
definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum 
merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, 
yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 
pergaulan hidup. 
Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat 
kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. 
Menurut Achmad Ali  jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian 
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan 
bahwa aturan hukum tersebut efektif. Meskipun sebuah aturan yang ditaati 
dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada 
kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan 
hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka 
derajat ketaatannya dinilai sangat rendah.  
Disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa sulit untuk memutuskan apakah 
perilaku manusia yang sesuai dengan sistem hukum benar-benar 
merupakan akibat dari konsep yang ditimbulkan oleh ancaman tindakan 
koersif. Dalam banyak kasus motif-motif yang sangat berbeda memang 
menimbulkan keadaan yang berusaha dimunculkan hukum tersebut. Motif 
tersebut tidak selalu berupa ketakutan akan sanksi atau tindakan koersif 
yang dilakukan; ada alasan religius dan moral untuk bertindak ini dan itu, 
ada yang dianggap kebiasaan sosial, berhubungan dengan pengasingan 
soial, dan sangat sering tidak ada stimulus untuk berperilaku bertentangan 
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dengan hukum-semua yang menyesuaikan realitas dengan hukum tersebut. 
Hubungan persesuaian antara sistem hukum dan perilaku sebenarnya dari 
manusia ini, sebuah hubungan yang penting untuk keabsahan sistem 
hukum, tidak bisa dipersepsi dengan keefektifan sistem hukum tersebut. 
Hubungan persesuaian tersebut justu bisa dipersepsi dengan ideologi 
khusus yang berfungsi menimbulkan atau mendukung persesuaian.
260
 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam implementasi Pasal 20  ayat (1) UUJN mengatur bahwa 
Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata 
yang berupa Kantor Bersama dan pada UUJN-P  diubah menjadi, Notaris 
dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata  tidak 
dilaksanakan karena faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya 
tidak dapat dijalankan dengan baik.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pemikiran pada bab-bab sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Bentuk Perserikatan Perdata Notaris di dalam UUJN dan Persekutuan 
Perdata Notaris di dalam UUJN-P  
Perubahan terhadap Pasal 20 UUJN dari bentuk perserikatan perdata 
(UUJN) menjadi bentuk persekutuan perdata (UUJN-P) berarti bahwa 
bergabungnya seorang Notaris dengan Notaris lain untuk membentuk 
persekutuan perdata adalah sebagaimana persekutuan perdata menurut 
pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 
berbentuk maatschap dan bukan suatu badan hukum yang dikelola 
secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh pendapatan 
masing-masing dalam menjalankan jabatannya. Unsur tujuan untuk 
memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, dalam persekutuan 
dilakukan dengan menjalankan usaha bukan dalam arti komersil. 
Menjalankan usaha menurut pembentuk undang-undang diartikan 
sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-
terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. 
Akan tetapi dalam persekutuan ini tidak semata-mata bertujuan 
mencari laba untuk persekutuan. Terhadap pihak ketiga masing-masing 
anggota persekutuan menanggung sendiri-sendiri perbuatannya. 
2.  Bahwasanya Pasal 20 ayat (2) UUJN-P meskipun tidak menyebutkan 
bentuk persekutuan perdata dalam bentuk Kantor Bersama dan 
memuat pernyataan bentuk persekutuan perdata diatur oleh para 
Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
walaupun ayat (3) pada Pasal 20 UUJN-P dinyatakan bahwa 
ketentuannya dihapus akan tetapi Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 
2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
Perserikatan Perdata masih tetap digunakan sebagai acuan dalam 
pembentukan Persekutuan Perdata.  
3.  Notaris dapat membentuk perserikatan perdata atau persekutuan 
perdata namun jika persekutuan perdata ada kaitannya dengan usaha 
bersama dapat menjadi masalah terutama sehubungan dengan 
kemandirian Notaris sesuai yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf a UUJN-P, Kode Etik Notaris dan Pasal 4 UUJN tentang 
sumpah/jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya 
berkewajiban untuk mandiri maka Pasal 20 tersebut yang semula 
UUJN memberikan bentuk perserikatan perdata dirubah menjadi 
persekutuan perdata pada UUJN-P dapat dikatakan tidak dilaksanakan 
dengan baik. 
2. Pasal 20 UUJN-P dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak 
dilaksanakan dengan baik.  
Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Pasal 20 
UUJN-P dengan baik terdapat beberapa hal. Implementasi Pasal 20  
ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya 
dalam bentuk perserikatan perdata sedangkan pada UUJN-P  diubah 
menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk 
persekutuan perdata, pada pelaksanaanya tidak dilaksanakan dengan 
baik dan tidak ada Persekutuan Peradata Notaris yang terbentuk di 
wilayah Solo Raya, hal ini disebabkan karena faktor substansi, faktor 
struktur dan faktor budaya dari Pasal 20 UUJN-P tersebut sehingga 
tidak dapat terlaksana dengan baik. 
  
B. Implikasi 
Dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, dapat 
ditemukan fakta mengenai terbentuknya aturan hukum yang mengatur 
secara khusus kemudian dirubah dan dihapus ketentuan aturan hukum 
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tersebut menjadi kembali kepada aturan hukum yang lebih umum dengan 
uraian sebagai berikut : 
1. Pasal 20 UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan 
jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap 
memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya dapat dilaksanakan dalam bentuk perserikatan 
perdata sebagaimana dimaksud pasal tersebut, bentuk perserikatan 
perdata itu diatur oleh para Notaris dengan perjanjian yang dibuat oleh 
para Notaris yang tergabung di dalam perserikatan perdata berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan maupun pelaksanaan dalam menjalankan jabatan 
Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan 
Menteri.  
Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada tanggal 8 Februari 
2010 yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para 
Notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata. Yang 
dimaksud dengan Perserikatan Perdata dalam ketentuan Pasal 20 
UUJN tersebut adalah “Kantor Bersama Notaris”. 
2. Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan 
Perdata diatur dalam Pasal 20 UUJN-P, bahwa Notaris dalam 
menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan 
tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya diberikan definisi mengenai Persekutuan 
Perdata yang dimaksud. 
Bentuk Persekutuan perdata diatur oleh para Notaris dalam suatu 
perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal 
ini berarti bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat 
membentuk persekutuan perdata, yang secara umum mengenai 
persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan 
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KUHD dan secara khusus mengacu pada ketentuan Permenkumham 
M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010. 
3. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris 
lain untuk membentuk persekutuan perdata apabila dilaksanakan sesuai 
dengan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa 
badan usaha dimaksud adalah yang dikelola secara bersama-sama dan 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankannya akan 
tetapi bukan dalam artian komersil. 
4. Persekutuan Perdata mempunyai indikasi tidak menguntungkan bagi 
masyarakat umum, karena akan mengurangi persaingan dan pilihan 
masyarakat tentang Notaris yang dikehendaki, lebih-lebih di tempat-
tempat dimana hanya ada beberapa orang Notaris. Selain daripada itu 
adanya persekutuan diantara Notaris dapat menyebabkan kurang 
terjaminnya kewajiban merahasiakan yang menjadi kewajiban para 
Notaris dan sehubungan dengan kemandirian Notaris. 
5. Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga 
hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang 
saling berinteraksi di kalangan para politisi. Akan tetapi jangan sampai 
terjadi hukum hanya sebagai produk politik yaitu hukum berisi hal-hal 
yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi oleh karena DPR 
sebagai lembaga politik banyak beranggotakan orang-orang yang tidak 
biasa berpikir menurut disiplin hukum.  
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarankan sebagai 
berikut : 
1. Perlunya uji sinkronisasi dan konsistensi Pasal 20 UUJN-P dengan 
peraturan perundang-undangan lain sehingga dalam pelaksanaannya 
tidak akan berbenturan. 
2. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan  Pasal 20 dalam 
UUJN-P dalam pelaksanaan jabatan Notaris. 
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3. Pentingnya penegakan hukum yang tegas atau sanksi yang mengatur 
masalah implementasi Pasal 20 UUJN-P. 
4. Perlu dievaluasi lebih lanjut penting atau tidaknya keberadaan Pasal 20 
UUJN-P. 
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